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1). Terdapat SE Direksi yang mengatur tentang biaya administrasi sebesar Rp 1.000,00 
per bulan atas tabungan Taheta, belum dilaksanakan oleh UnitOperasional, 
Cabang Muara Teweh. dan Cabang Pangkalan Bun.Seharusnya pembebanan 
tersebut efektif diberlakukan· mulaiJuni 2001 .. Dis"babkanketergantungan terhadap 
aplikasiprogramyangsudahada. sehinggamengakibatkan potens; pendapatan s.d 
31 Desember 2001 sebesar Rp 88.129.000.00 daritiga unit tersebut. tidak dapat 
terealisasi. 

2). Terdapat penerbitan addendum perpanjangan waktu kredit oleh .Pimpinan Cabang 
Buntok tanpa .terlebih dahulu. melunasi tunggakan bunga, sebagimana yang 
dipersyaratkan dalam proses addendum PK. Hal ini terjadip~a·. PK No. 
200121034.287 atas nama debitur 1IBTI<IBPKT/2001 denganplafond kredit 
Rp 300.000.000,00 dan tunggakan bunga per 31 Desember 2001 lelah mencapai 92 
hari atau senilaiRp4.983.334,OO yangdisetor.bulan Maret 2002. 
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5) 'lkerq~\(~Iia~'~~~~~~'~k.~~'c~cf.K:'ftfjQW~0etetl 
G:"'rtI~.ng~~jB~yaitu· PKMmdr2000i26.00155.3'atas nama debitur 
4IPBN/BPKT12001 dengan plafond sebesar Rp 1.000.000.000,00, dimanatig8 buah 
nomor sertlfikat taoah yang tercantum dalam PK temyata duadiantaranya ticlak 
sesuai denganfisik sertifikatnya. Dengan demikian pihak bankberada dalampOSisi 
yang kurang menguntungkan dalam hal peoguasaan jaminan tersebut. 

6) T_apahk~~~~ .• ~~~'J.?~.~~~ 

.,~;Y~~.~' ...... , ....... , ..... "D.,o~~~_ 
SEDireksiNo.DP .300/SE-1-0029/X.01tanggaI18 Oldober 2001 dinyatakanbahwa 
sejak taoggal tersebut kewenangan. persetujuan kredit 'untuk keperluan mendesak 
Pemda berada di kantorpusat. 

7)·,~_.~j. .... ' ... 
(1) PK nomor 0061135.00147 atasnamadebitur 1IKKPSIBPKT1200tdiSimpulkan 

bahwa usaha dari perusahaan tersebut tidakada lagt 
(2) PK nomor 0161135.00006 atasnama debitur 5iKKP$I8PKtI2l)01disimpulkan 

bahwa yang bersangkutan masihmempunyai kreditmaeet 

8) . Terdapatpcosedur·peneaitan·~~$II~LIfIi~t,,,,y,,,·J@fl~ .. ·.·~ 
~yaitu: '. '. " ....... ' .. ' •.....•.••..•. ' .•.... , .. , .•... < .• ,.,'.' .• «" 

(1) Kredit Investasi yang dikeluarkan PT Bank Pernbangunan Ka~l!ng Unit 
Operasional yaitu PK .nomOl"0101132.0003i.9>atasl18rna debltur 
3/UOPIBPKT12001 ,dimanaJ)emtlerlanfasi\ita$pencairank~itnyatidak 
didukung dengan data-data sesuai dengan' maksud .dari penggunaan kredit 
yang tertuang dalam 'PK: 
a. Surat pe~anjian ataspembelianperaJatandanbahanbaku"yang dibe/i 

dengan pembiayaanKredit . 
b. Bukti tagihan dari supplierat$s .. pembelian bahan yang merupakan dasar 

pencairankredit. 
c. Bukti asuransi untukbang!Jnandanperalatanpabrik yang diserahkan 

kepada Bank. 

(2) Kreditkonsumtifyang diketuarkanPTaank PembangunanKaiteng Cabang 
Pembantu Pasar Payangsariyaitu: 
Pernberian kredit. kepadadebiturYangm8sihmentkfnatikreditdart PTBank 
PembangunanKalteng, yai{uPKnomor21Q4161.00170 atas namadebitur 
6/UOP/BPKT/2001 dengan plafond Rp 12,OOO;0Q0,OOdan status kolek 
"Dalam PematianKhusus·,sedangkall kreditnya yang terdahulu PK nomor 
91.01.130.00026.0sudah tergofongmacet. 
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9) Terclapat biaya yang belum dapat diakui atas penggunaan kredit KKPA pada 
Pembangunan kebun kelapa sawit anggota plasma. sampai dengan triwulan IV 
bulan Desember 2001 yang tidak jelasfisiknya sebesarRp 5.225.305.000,00. 

10) Terdapat ketidakmampuan rekanan KUD (Kode 4/UOP/BPKT/2001) untuk 
melakukan pembangunan kebun sehingga bank· melakukan pengambil alihan 
pembangunan kebun tersebut dengan membentuk tim kerja. atas pengambil alihan 
tersebut belum dilakukanpenyerahansecara formal kepada KUD. 

11) Terdapat kekurangan bayar PPh ps 21 di kantor pusat (unit operasional) sebesar 
Rp 304,363.350,00 (telah disetor taoggal 30 Maret 2002) , dan lebih bayarpada 
kantor: 
Buntokdan capem Rp 24.283.999,00 
Sampit dan capem Rp 20.365.604,00 
Pangkalan Bun dancapem Rp20.944.391,OO 
MuaraTewehdancaperm Rp 16.284.740;00 
Kapuas dao capem Rp 29.919.392,00 

12) Terclapat kurang pungut dan setor PPN sebesar Rp 27.226.547,45 di Kantor pusat 
(Unit Operasional, tatah dibayar tanggal 27 Maret 2002) dan Kantor Cabang 
Sampit Rp3.495.00Q,OQ,serta PPh di kantor pusat (Unit OperasiQnat) 
Rp 29.416.460,74 (tetah dibayar tanggal 27 Maret 2002). 

Lain~lain 

Perencanaanpengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) sistem online PT Bank 
Pembangunan Kaltengkurang matang, perencanli8lltidak dijabarkan kedalamrencana­
rencanakegiatan sehinggatidak bisa dinifai kemajuan/pencapaian kegiatannya. 

Pembinaan Pengusaha Goiongan Ekonomi Lemah dan Koperasi serta Penggunaan 
PrO<iuksi Dalam Negeri 

PembinaanterhadappengLlsaha golongan ekonomilemah tetah dilakLlkan ofebPTaank 
Pembangunan Kalimantan Tengah dengan menyalurKankredit untuk ··anggotakoperasi 
primer, pengusaha keell dan mikro baik perorangan maupun kelompokdengan sumber 
dana selutuhnvaberasaldari Kredit LikuiclitasBanklndonesia (KLBtk .. fta~ 
Sarna dengan PT. Pupuk KaItim (Persero) dalam rangka pemberianfasilit8$kreditbagi 
u$8ha kecildan koperasi yang menjadi binaan PT Pupul< KalimantanT.imur (Pef$$l'o). 

Rekomendasi 

Atas pElrmasalahanyang te/ah diungkapkan .diatas, kami rekomendasik;;tnk~OiAJk§j 
PT.BankPembangunan Kaltengagar: 

Memberikan teguran tertulis kepada: 
(1) Pimpinan PT Bank pembangunan Kaiteng Cabang Buntol<atiM>kelalaiannYa 

dalam memproses addendum perjanjian kredit nornor 200121 034.287. 

(2) Pimpinan PT Bank Pembangunan KaltengCabang Sampit ataskelalaiannya 
dalammenyetujui permohonan kredit nomor 0131116.00019.5 
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(3) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pangkalan Bun atas 
kelalaiannya dalam: 
a. Menyetujui permohonan kreclit nomor 2000116.00630. 
b. Meneliti jaminan yang diserahkan debitur 4/PBN/BPKT/2001 

(4) Pimpinan PTBank Pembangunan Kalteng Unit Operasional atas kelalaiannya 
dalam: 
a. Menyetujui permohonan kredit nomor 0101118.00030.1 dan nomor 

0102.034,0001. 
b. Menyetujuipencairan kredit nomor 0101132.00035.9. 

(5) Pimpinan PT Bank Pembangunan KaitengCabang Pembantu Pasar Payangsari 
dalam menyetujui kreditnornor21 04161.00170. 

Menginstruksikan Pimpinan PI Bank PembangunanKaiteng Cabang Muara Teweh, 
Cabang Pangkalan Bun dan .UnitOperasionaluntuk mempertanggungjawabkan biaya 
administrasi atas tabungan Tahetasebesar Rp88.129.000.00 dengan menyetorkan ke 
kas PT Bank Pembangunan Kalteng. 

Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit untuk: 
(1) Menginstruksikan petugas kreclit segera merealisasikan penguasaan agunan 

berupaBPKB dart debitur1/SPTlBpKTIZ001. 
(2) Tetap memperhatikan pembtlatan cassie atasnilai kontrakyang dikaitkan 

denganpinjamanYangdiberikao PK nomor 0131116.00019.5. 
(3) Mengupayakanrealisasi.pelunasan kredit macet yang telah disepakatidengan 

nama debitur 2lSPT/BPKTI2001 yang ikut bertanggungjawab atas pelunasan 
kredit atasnama debitur 31SPTIBPKT12001 dengan PK nomor 97.31.112.00120 
dan nomor94.31.112.00323. 

Pimpinan PT Bank PembangunaoKaitengPangka/anBun untuk: 
(1) Mengiostruksikan . petugas kredit segera. merealisasikan penguasaan agunan 

berupa . BPKB . dati . debitlJf1IPBNlBPKT!2001, 2lPBN/BPKTl2001, dan 
3IPBNlBPKT/2001dl!n l!gunan.tanahdarldebitur4/PBN/BPKT/2001. 

(2) Menginstruksikan seksi kreditag~r meminta kepada debitur untuk 
memperbatlarui berkas4>erka$.iziJ'ldan dokumenJainnyayangberkaitan dangan 
PKnomor 2000116.00630. 

(3) Mengupayakan. penagihanatas It.mgb$kanpokok dan bunga PK nomor 
2000116.630. 

Pimpinan PTBank Pernbangunan Kalteng UnitOperasionai untuk: 
(1) Meminta debitur2!UOPIBPKT12001 melengkapi surat keterangan yang 

. menyangkut aspek. tegalitas. 
(2) Melakukanpenagihansecara proaktH' terhadap debitur2/UOPIBPKT 2001 atas 

tunggakannya 
(3) Melakukanpendekatan kepadadebitur 3/UOP/BPKTI2001 supaya melunasi 

tunggakannya danmengasuransikan jaminan yang diserahkan. 

6) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh untuk segera 
membuat laporan secaraperiodik ke Kantor pusat mengenai posisi kredit yang tetah 
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 
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7) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kapuas untuk 
mempertanggungjawabkan PK nomor 0061135.00147 dan 0161135.0006 dengan 
mengupayakan penagihan secara proaktif. 

8) Pimpinan PT Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Pasar Payangsari untuk 
proaktif melakukan penagihan kepada debitur 6/UOP/BPKT/2001. 

9) Meminta pertanggungjawaban dari rekanan KUO (Kode 4/UOP/BPKT/2001) atas 
beban ditangguhkan sebesar Rp 5.225.305.000,00 

10) Melakukan kajian dari sudut hukum atas pengambil alihan pembangunan 
plasma agar dapat ditetapkan tanggung jawab rekanan KUO 
4/UOP/BPKT/2001) sebagai pelaksana pembangunan kebun. 

kebun 
(Kode 

11) Menginventarisir pekerjaan atas penyaluran kredit tersebut dengan menggunakan 
laporan konsultan agar dapat ditetapkan tanggung jawab rekanan KUO (Kode 
4/UOP/BPKT/2001) dan selanjutnya diproses melalui pihak yang berwajib. 

12) Mengupayakan kompensasi kelebihan bayar PPh pasal 21 tahun 2001 terhadap 
PPh pasal 21 tahun 2002 dan menyetor PPN Rp 3.495.000,00 ke kas negara oleh 
Cabang Sam pit. 

iJemikian kami sampaikan agar dapat digunakan oleh Dewan Komisaris, Oireksi dan 
Pejabat lain di lingkungan PT Bank Pembangunan Kalteng untuk ditindaklanjuti dan hasil 
tindak lanjutnya dilaporkan kepada Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan . 

. Sjarif Anwar 
::--..J3.E~t$~Negara No. 0-1983 
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tidak dapat diketahuikemampuan perusahaan I debitur untuk melunasi pokok 
Jan bunga kredit pada saat jatuh lemnO. 

Belum tersusun dengan rapi karena di dalam odner file kredit belllill 
digllnakan pembatas antarasatu kelompok data dengan kelompok data 
yang lain sehinggakesulitan dalam meiakukanpencariandata yang 
diperlukan. Misalkan antara data legalitas perusahaan data rerjanjian 
kredit lidak adapembalasnya. 

Kurang lengkllp kllrena di dalam odner file I berkas kredit ierkaclang 
tidak adadatanya yang seharusnya ada, Data tersebulantara lain fotocopi 
sertifikathak tanggungan alas agunankTedit. 

II. Kollektibilitas Kredil 

Berdasarkanuji petik temadapbeberapa debi1uruntuk 1l1asing-masing 
cabang dalam menilaikoHektibilitaskredit, terdapat penggolongan 
kualitas ak:tivaproduktif-kre<lit yang belum sesuaidengan SK Direksi 
Bank Indonesia No. 3111471KEP/OlRtanggal 12 Nopember 1998. Nama 
debitur tersebut dapat dilihat padalampiran I 

"l'i~If;;jt~!!k,~~lij··.Berd;JI~31rkan .. perhitungan ATMR, jumlah modal 
4(}·h77c j IH:64 5~ -schinggamaksimal pemberian kredit kepada 

pihak tidakterkait sebesar Rp. 12.406.773.91 L- sehingga lelah terjadi 
pelampal1an13MP~~J.u" kreditkepadaKUD Rukun MasdanKUD Sumber 
Indah masing~masillJ sebe~I'Rp.8.92L992.0$9,-dan Rp. 8.943.413.089,­
atau 72% dari BatasMaksilllum Pemberian Kredil. 

8.2e Pemberian Kredit 

No.PK 
Jangka Waktu 
Plal()nd 
Baki Ikhel 

23/08/02 ~ 23108106 
Rp :>.000.000.000 
Rp 2.<):;.1.:U3.J33 



Kredit yangdiberikankepadadebitur tersebut merupakan kreditlnvestasi 
yang dipergunakan untukpembe!i~n 2 unit Bus 54 Seat (ekonomi) dan 2 
unit Bus 44 Seat (eksekuiti/). 

Dari hasil pemeriksaan kami terhadap rekening giro ainPT Yessoe 
Travel diindikasikiln bahwa pencairan kredit sebesar 
Rp. 3.000.000.000 tidak seluruhnya digunakanuntuk pembelian 4 unit bus 
lersebllt flamun sebagiandigunakan untukmelunasi fasilitas kredil 
sebeillmnya sebesarRp. 497.037.042 

Jangka Waktu 
Plalond 
Bah Debet 

2002034.00343.6 
14/06102 -'- ·14110/02 
Rp. 19cOOO.OOO 

: Rp,O. -(per 31 Oesemt>c!r 20021 

Kredlt yang diberikan kepadadehiturterse1'lul nlcrupakankredil modal 
kerja yang dipergunakan sebagai modal keTja uilluk melaksana.kanproyek 
perawatanl ruasjalan di Kec.ArulSeJatan scflHatRp.l40.650.000 

Rp. 30.000.000(pad;JSl!at~l!lJD·Ju-edit) 
Rp. 1.000.000 (PCT 31 ~"d 1001) 

FasiJjtas kredil. [erseoot .. telah dihAPUsbuku . ..pa.da .. tanggal 
28· Oesember ) 998dengan .sKDireksi No. IV" 7/SK .. OO28/Des-98 

') No. PI< 9541034.00085, I 
8akiDebel Rp.60.000.000lpada saalpcnl!-~puSbuk\Jan kredill 

Rp. 36.500.0001IXT 31 Mci 1(02) 

fasilit.as kredit tcrsebul dihapusbukukanpada tanggal 
260ktobcr 1999 .. ictlgall SK Dircksi No. IV.7/SK-0068/Qkl-99 

-I 



7. PClllusat,jll Rcsiko 

'renJapat pClllusatan resikodalam sumber pcndanaan bank. hal ini tcrcennin dcngan 
adan)'a pcncmpatall Pemda Kallcngyangmcncapai Rp. 457.509.649.544 atau 69 % dari 
selllrllh /)~ilW I'ihak Keliga 

/\kibat kllildisi diatas maka limbul pelllusatan resiko yangartillya apabila terjadi 
peruballan Illendadak dalam kebijakan PEMDA KAL TENG dalam penempatan danJ 
akall beraklbat buruk pada operasionaJ PT BankPembangunan Kalteng. 

OlehharenanYJ kami menyarankanuntuk dapat .segera melakukan upaya-upaya agar 
tid,lI, h::riadi pemusalan resiko pada saw pihak: Terutama meningkatkanjasa peJayanan 
kepaJa na"abah. 

8. Kredit Y:wg Diberikan 

8. 1 lJ III U III 

8.1.1 JumJah Maksimum PenyediaanFasHitas Kredit. 

Jumlah Pellyediaan. Fasilitas Kredit kepada 25 debitur terbesarper 
31 Desemher 2002 adalahsebesar 27"/0 darijumlah seluruhkredit yang 
uihcrikall okh PT BankPcmbangunan Kalteng. Kondisi ini jelastidaksesuai 
dcngan SK Direksi PT Bank Pembangunan Kaheng 
N,). I V,21 IS" ·00 I O/Pebr-96 ten tang Kebijakan Perkreditall Bank 
Pcmbangunan Daerah Kalimantan Tengah dimana disebutkan bahwa jumtab 
m~lJ..siJ1lum penycdiaan lasilitas kredit ul25 Debiturterbesar Jainllya<sebesar 
15°u dari jumlah seluruh krcdit bank dan 25 % darijumlahmodal.bank. 
111~1Il~1 yan!!dicapai terlebih dahulu. 

It I.:!. Agunan ! Jaminan 

PT Bank PcmbangunanKahcng beJum membual daftarsel.uruh~~u~~Yi'-ng 
dijaminkan alas. kredityang diberikan kecualiuntuk('abang;~~1<l 
Kapuas yang telah mulai membuat daftar seluruhagQnan yang £!iiadikan 
jaminan walaupun Sampa; denganpemeriksaan lapangan beh.lfllselesai 100 
0/0_ 

UnlUk agllnan dengan platond kredit diatas Rp.L500_oo0.000 tidak 
dilakukan penilaian secaraappraisal oJeh pihak independent. Halini li4aJ> 
scslIai dengan SK Direksi Bank Indonesia No .. 3.1l14~EP/DlR 
Pcmbentuk;n J')enyisihan Penghapusan Aktiva Produj(ti(.· . 

Konoi .. i ini jclas akan merugikan pihak bank bank lidak dapm 
I11cnge!;lhui pcrkembangan usahadankondisi ke~an saat ini sehingg;\ 
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S&K138 
Pada ranggal 17 Juni 2.002. CY Susanto meJunasi kedua fasiJilas 
kredit hapus buku tersebut sebesar Rp. 37.500.000. Setelah kami 
dilakukanpemeriksaan ke rekeninggiro no . .0556.20.0.20.0.1 
a/n CY Susanto menunjukkan bahwa pelunasan kedua lasilitaskredit 
hapus buku tcrsebut berasal dari kredit dengan PK 
No. 2002034.00343. SeIJingga dapal disimpulkan bahwakredit 
dCllgan PK No. 2002034.00343 tidakdigunakan sebagaimana 
Illest inya lapi digunakan untuk melunasi 2 fasilitas kredit hapus buku. 

Sampai dengan tanggaJ 3 I Desember 2002. kredit lersebul lelah 
dilakukan pelunasan oleh debitur. 

Dharmawi J / Matsani 

No. PK 
Jangka Waktu 
Plafond 
Baki Debet 

2002110,.0.0431 
281.08/02· - 28/08104 
Rp. 172.8.0.0 . .00 
Rp. 172.8.00 . .000 (per 31 Desember 20.02) 

Kredil yang diberikan kepada debilur terse but merupakan kredilmodaJ 
kerja yang digunakan untuk usaha penggemukan ternaksapi pOlong. 

PT Bank Pembangunan Kalteng No. I"(H tentang 
I\:nclapan Balas· Wewenang Mengambil t<epi1Jusall. [)alam. Pemberian 
"redil dan Garansi Bank PadaPT Bank PembaJ!gunan Kaiteng, 

Saifuddin Zuhri 

No. PK 
Jangka.Waklll 
Plaland 
BakiDebet 

jelasmelanggar 
Pcrllbangurll3JliKarJteJ1lg J-lo. DP.3OOISK-l-'00481VH}1 

Mefigambil Kepurusan Oalam 
. PT BankPel1lnangunan Kalteng. 



Agunall 

. Berilll Acarfl Peni/ail/II Agul1tlll 

Sdam3 ini PT Bank Pembangunan Kalleng Cab. Pangkalan BUll "da~ 
mcmbuatberila acara alas penilaian agunan kredit. Kondisi ini lidak sesUa 
Jengan Pcdoman Prosedur Pemberian Krcdit Bank PT Bank Pembangunar 
Ka/tcng. 

8.1.1. Cahang Kuala Kapuas 

Pcmberian Kredit 

I. No. PK 
Nama Debitur 
Jangka Waktu 
Plafond 
BakiDebet 

2. No. PK 
Nama Debitur 
Jangka Waktu 
Pia fond 
Baki Debet 

3. NOe PK 
Nama Debitur 
Jangka Waktu 
Plafond 
BakiDebet 

:0161139.00156 

01~1135.00157 

K UT Billa Sejalllera 
17/09101 - 27/09102 
Rp. 12.000.000 
Rp. 12.000.000 (per 31 De5eJnber 2002} 

0161139.00162 
KUT Sumber Rezeki 

: 09/10/02 - 09/\ 0102 
Rp_ .) 2.000.000 

: Rp. 12.000.000 

Kredit yang diberikan kepada. debituf diatasme~~k,tedit .JllOda' 
ketja yang dipergunakan oJehdebiturunlH"~·~/:tat~i~_k~J3m 
melakukan analisa yang dilakukan oJeh· lim anali$PT l:lank 
Pembangullan Kalteng terhadilpkeJa}'l:ikankjedit.t¢i-$ellut Ji4tk 
mempertimbangkan kond.isi· alam ~g .~~.diWilay.ah 
tcrsebut. . . 

\ knurul kami dalal11 melakukan analisis ataskelayaltarlkredifuntuk 
~d.l"r pcnanian. perikanan dan petefnakanseharusnya 
n"'mpcrhitungan kllndj"i .:Iam \:IIlJ! 'icring. leqadididaerab tersebut 
: :~- •. ::~l.-.!;: .J~n!:.~:, :~-.~11~.:: ;.~U~~' _t~_,:;~-Jl_l"\f:I: ... Jt :tfl3k~-.-toc~-_a~--.lidak. 



8.1.3 

d.:ngan kondisi alamdi daerah tersebut karena berhasil tidaknya usaha 
dibidang pel1anian. perikanan dan petemakan sangat tergantung dari 
kondisialam y,lllg ada. 

Ag.unan 

1'<:' niltliull. Axunu}/ 

Penilaian agunan yang ditelapkan oleh PT Bank Pembangunan Kaheng 
Caoang Kuala Kapuas unluk diperhitungan sebagai pengurang da/am 
pcmbentukan PPAP Kredit tidak sesuai dengan Sk Direksi Bank 
Indonesia No. 31 /I 48!KEP/DIR pasal 6 tahun 1998 tcntang Pembentukan 
Penyisihanl'enghapusan· Akliva Produktif 

Kondisi ini mengakibatkan nilaiagunan yang diperhilungkan sebagai 
pengurang lebihlinggi dariyang seharusnya. Hal in; menycbabkanPPAP 
yang wajib dibenfnkoleh fiT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Kuala 
Kapuas jauh leblh rendah dari yang sebenamya walaupun secara 
keseluruhanPPAPyangtelah dibentuk jauh /ebih tinggi daripadaPPAP 
yang wajihdibentuk. 

jJ"TlIa.ACDrll Penij6ifmAgunan 

PT Bank Pcmbangunan KaJteng Cabang Kuala Kapuas sdama ini le/ah 
membuat .berilaaeanl penilaian agunan. lIamun hanya untuk kredit 
dis.:klorkQpslruksi sedangk~11 untuk sektor )'anglainnya belum 
dilak ukariotehpihak bank. 

Nama Debitur 
JangkaWaktu 
Ptaf()nd 
HakiDcbet 

CVWatu Gintem. Bintang Kasali 
I2i(}S/02 ..:.12112/02 

:··Rp.237.500.000 
: Rp. 237500.000 (per 3 I Desember 2002) 

Kredillersebtirdigunakan umukmembiayai usalm CV Yakin Jayadan 
CVWidya Gama dalamrangka melaksanakan pekc=rj<l311< pmyek 
pemerintah daerah masing-masing sebesar Rp. Xfl.2"6.')7Jdan 
Rp.421302;OJiJ 
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PiIllWU .Jan~lU~[a'>\·an .PfQY~It: "'2Ii(l<r~\h¢~tli;ft!ntuKX 
tlleh~~id~~~g;in i"~~S$ic.i~I"t>t!l»Jt\l~nga.n .• ~I~~ny~q~.ii<i~~J~j<l$J'····· 

Kondisi ini jelas lid'll-. \.csuai dcngan Pedoman Prosedur Pemberian 
K red il PT Bank Pembangunan K ahengserta S PPK( Sural Pemberilah uan 
Pemberian KreditNo. dan Sural Izin. 

1)·W~i~~i~~r\~.0~~i~{~~0~fjg\'itf~1~4~i:~~pj£~ 
.i.(~itnya,.KeduadebilUr tersebtlladalahsbb : '., 

f. No. PK 
Nama Debituf 
Jangka. Wak11l 
Plalund 
Saki Debet 

0151161 ;005374 
If. H.fladarudin 
2"6109101...., 2:6110101 
Rp..427 .~OO.OOO 
Rp. 2IS.GOO.OOO 

KoHektibilil3.SmenUrulPT Bal1k.PcnibangunanKaltengadalah DPk 
(DalamPerhatian Khusus) sedangkanmefll,lrutkarniadaJahmaceL 
Hal ini disebabkan karena dei;JilUf lelablllenungg;ak pembayaran 
pokok·kredilsebesarRp.1L5.00f).00Q.seliuna461hari·>·J}Ohari. 

2. No. PK 
Nama Oebitur 
Jangka Waktu 
"hlond 
Baki Debet 

NorhalisHT 
I I J05/0 I - 11105/03 
Rp. 240~OOO.OOO 
Rp. 24();OOO.OOO 

K"lkktibilit.'IS mcnurut PT Bank Pembangunan KaltengCab. Muaca 
l'p'"ebadalah nPK sedan~kan mellu{Ut .kamio ada1ahmac:et. Fakt.or 
yang.menyebabkan kamime:tnlrunkart kql.teI;.tibilitaS.8l8S Jm~dit 
terschut adalah karena data pendukung yang sangalpenling yakni 
Peti<tAiJan' Kr~ir tPK)lidltkdikelemukan. 

Tidal' .. dikelemukannya keduaPer-iafljian. Kredil u~~ebul di~tas 

mun~kin. dise~bk.an karena k~.~~~ya~,~illi41rasiafl 
kreqitdi PTRank Pembang\ltl3n KaJWn.g <fabari8M\1ara Te,,'eh, . 

dicIKokkandenga.R$8*dnpatla rekenill'J giropinjallUlD debitur IJlllul<mdihai 
apak<lh ·.petJ(..-atatari~g·.di"ktlkan dj .<lalam«ml~rJ¢lahbenar .. Apa:bila 
pih~lkbank tidak. meJakukanpengisiall !'artu. debiluflersebul. rnaka fungsi yan~ 
discbutkandiat3S lidakdapat dilakuk:lndankemungkinan kesalahan dablll 
pL'nGHalan di· dalarn tomputertidak dapal didetcksi. 

K<lndisi di:llas juga tidak s~suaidenganpcdolllan prosedurpemberian kr..·di\ 
han!.. 1'"1" B:mk PembangunanKalkllt' 

, . , . 



File Kredit 

l3erdasarkan hasH pemeriksaan kami terhadap beberapaberkas debitur yang 
berisikan sell1ua data-data yang berkaitan dengan debilur tersebuL 
menunjukkan bahwa berkas tersebut beJUIudisusun denganrapi.Halini 
ditandai dengan tidak dimasukkannya data-datatersebut ke dalam salU odner 
lapi hanya dimasukkan ke dalam salU amplop coklat besarsehingga 
kemungkinan data tersebut tercecer alau hilang s<ingat linggi. 

Bukli kepemilikan jaminan kredil yang asli seperti Sertifikat Tanah tidak 
disimpan di tempat yang aman. Selamainibukti kepemilikan yang asli terscbut 
disimpan di dalam amp lop coklat yang juga merupakanamplop unt.uk 
menyimpan berkas-berkasde.bitur sehinggakenwngkinan data lersebul hilang 
dan dimanfaatkan o/eh orang yang tidak herbak sangat ringgi. 

Menurulkami seharusnya buktikepemilikanatas jaminall krediLyang as1i 
disimpan di dalam brankasbesi tersendiri. yang terpisailtfaritlrankasuntukktiS 
dan hanya dapat dibuka. oleJlorang lertentu serta daJam' pengambllanjaminan 
kredit tersebut harus diolOrisasi olehpejabat yang berweOiUlg. laminanyang 
dimasukkanke dalam berktiS debirur hanya berupa fOlocopinya sehingga 
keamanan alas bukti kepemilikan jam inan yang asli lerjamin. 

Ag.unan 

Pellilaion Aj{uJlOn 

Konoisiini tidak ses\t3idengl'I1J:)e.donlanP~rPemberianKredit 
PT Bank Pemban8u!l.<ltl K,;).ltcJl~. 



(i;,. & ~43 

. Agunan 

l3erila.Acara Peni/aian Agunl1n 

8.25 Cabang Buntok 

8-2.6 

. Agunan 

Seri/a Acora Peni/aion Agunon 

a. 

Nama Debitur 
JangkaWaklu 
Plafond 
BakiDebel 

02.02.034.0000 I 
Edi Ruslianur, SE 
28110/02 ~. 28103103 
Rp. 400.000.000 
Rpe 355.500.000 

Kredit yang diberikan kepada debitur tersebut mernpakan kredit mOdal 
kerjayangdipergunakan sebagai tantbahannrod.afUSaba . ... . 
untukproyekpetnbangunan perumahan karyaw.o'JFr wanaSawit:~ttbUr 
Lestari senilaiRp. 900.000.000.· 

Kredit lersebulleWtdilakukan· .. ·perpanjang3llj~.~~~z' 
kali· yakl1i·masil1g-masingpada tanggal 21·.Agustus.1002 .• ~~ 
PK No. 201jKT~WKf12002dgn jangkawaklu91ld28Juni 2002$10 
22 Oktober 2002 .·d.an .. pada tanggaI30~~2q02bet-~~~ 
PK No. 4U/JKT-,WKTI2Q02 dari tanggaI289~lQQ2.sld21l~~1 
2003. 

Berdasarkan sural 00. DO.700/SB. I 9-62231X1LOl point b dik<lr.akan 
bahwa perpanjangan waktu dapal diserujuidcIl3ank~~nlUanRleb)(1$i 
tunggakan bung., hiogga akhir bulan Desember2002dan membayar 
provisi kredit sebesar 0,5% dari saldo pinjaman" Namun· kenyaraanllya 
perpanjangan jangka waJ.."1u kredit dariiaoggal230ktoberlOO2s1d 
28 Maret 2003 lclap dilakukanoleh pihakbankwalaupunpiha~debitUr 
belum melunasi tunggakan bunga kredils/d.bttlanOesembeflOO1'Hal 
ini jelas lidak sesuai deogan Sural no.nO.700.SR.19-6113!XII.02. 
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I. KUDRukun Mas 
NO.PK 97{)JI20.00024.6 
JangkaWaktu: 18/07197 - 17/07/09 
Plafond Rp. 21.328.769.000 
Baki Debet Rp. 20.134.144.000 

2. KUDSumber Indah 
No. PK : 9701120.0.0025.9 
JangkaWaktu :18107/97- 17/{)7/09 
Plafood Rp.21.350.190.00.0 
B1lkiDeb.et Rp.10.133.757.000 

Kredit yaogdtberikao kepada keduadebilur tersebUl diatas merupakan 
kredit likuiditas dari Baok Indonesia dalam rangka kredit kepada 
Koperasi Primer Ur.~uk Anggotanya (KKPA) .gtma pelObiayaan proyek 
kelapa sawit seluas 5;000 hadi Kec. Fundu Kab. Kotawaringin nmur -
Kalimantan Teng~h.Pencairankredittersebut di\akukansecara bertahap 
oleh banksesuaidengan perkembangan kemajuanpembanguoan proyek 
ito sendjri. 

Dalamproyektersebut KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas 
bertindak sebagai Plasma yang masing-masing memiliki 666 dan 667 
anggota ·.··.~scmagai perusahaan. imi .adalah PT Surya Barokah. 
Tugasutanla.PTSuryaBaroiulh sebagai perusahaan inti adalah 
membangunperkeQullankelapa saWil seluas 5000ha (4000 ha 
perkebunaopJasrna dan 1000 ha perkebunan inti) selama jangka waktu 4 
tahuo.m¢JUbaJJguUpi'lbri);, CPO un1uk menampung hasil TBS serta 
membelihasi1yOOduksiTBS daiipara anggola KUD .. 

Berda$ai~l..aporim Appraisal Independent·PT ... Sierlo .lntemationaI 
Appraisal dikemukabn kondisi kebunkelapa sawit. KondisJ tersebut 
adalabsbb: 

a. HioggatrlWulanUtabun2002 bobQ(preStasifisiktaoamankelapa 
sawitkebunplasmabaru mencapai 47,6%sedangkan kredit yang 
teJah··djreldisasi·~'96%. 

b. P~JJlti(JYfSurya Barokah). belum membangun .. pabrik 
ke~pasawituntukmeng.()lah hasil p~uksi kebtm plasma disamping 
itu PT SuryaB$J"<lkah barumembangunl56ha kebun inti dariLOOO 

. hayang direncanakan. 

c. Pert\JJn~W13fl1an kelapa sawi! pada umumnya dalam kondisi 
sub staodat'. Kondisi ini disebabkan oleh hal-hal sbb : 

I. Tidn· selesainya pekerjaan pemeliharaan tanaman kbususnya 
. pemupukao sesuaidengan jadwal danketerlamba13n penyisipan, 

2. Se1eksi bibit tldakkelat sebingga banyakbibil yang diba\Van 
standard yang ditanam ke lapangan. 
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3. Jumlah tenaga·· kerja di kebun yang tidak mencukupi unlUk 
m,endukung pekerjaan penyehatan kebun dan penyeJesaiall 
pembangunan. kebun. 

Kondisi terse hut al<anmengakibatkan produksitanaman kelapa 
sawit akan mundur dan jumlah produksi (TBS) akan dibawah 
staridarsena tidak maksimal 

d. Kondisi non tanaman sepeni jaJan pi-oduksi dan jalankoleksi banyak 
yang mengalami kerusakan dan tidak darat dilalui oleh kendaraan 
apabila teljadi hujan. 

Perbedaan yangsangatsignWkanantarabobot prestasifisik (anaman 
keJapa sawit dengan realisasikredityang di.berikan disebabkan 
karena pencairan kredit oleh PT Bank f>embltpgunan Kalteog 
diserahkan l<epa& PT SuryaBarokah tanpamengetahuipekerjaannya 
dilapangan. 

Perrn.asaiahan lain yang tidak ka!3h pentingnya adaJah pemasaran 
hasil TBS. Selama lni pemasarao hasil TBSdijual ke PT Agro 
Indomas yangjara\mya±200 Km dariperkebunan dengan kondisi 

jalanyang masih rusaksehingga mengakibatkan .tunmnya kualitas 
TBSyang betakibatqa"ga TBS menjadill1orahdal1!:>iayatranspon 
TBSke·.Pabrik tinggisehinggamerugittatt .pjhak·1<UD. 

Metturut kamipemberian kiedit kepada KUD Sumberlndabdan 
K LID Robin MaS· tidak.· memperbatikan .• .asas-asasperkreditan . yang 
sehatdan priosll'kebatFhatian,Hal inidapat djJihaldari hal-hal 
scbagai berikul : 

Berdasarkan .infonnasi dari PT Bank Pembangunan Kalteng jumlah 
penjuaJan TBS sId bulan Januari 2003 sehanyak 1.079.0 I J Kg 
dcngan nilai sebesar Rp. 410.326.643,- alau barga rala-rala per Kg 
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9 PPAP 

~pw<",,_ 

sebesar Rp. 380.- sedangkan biaya operasional yallgharus 
dikeluarkan.adalah sebesar Rp. 4.664.887.088.,-

Hal tersebut diatas Illenunjukkan kedua debiturtersebul Illengalami 
kesulilan keuangan sebagai akibatrendahnya tingkat produksidan 
hasil penjualan kelapa sawit bail<. kuantitas maupun kuahtasnya. 
sehingga kemungkinan hesar tidak maJUpuuntuk Illernenuhi 
kewajiban angsuran -pokokdan. bunga yangdimulai padahulan luni 
2003 sesuai dengan IlddendumperJanjiankredit no. 61 dan 62 yang 
dihuat dihadapan notaries yangsama. 

Berdasarkan kondisi diatas dimana Pendapatan Operasional .. dar! 
Perkebunan Kelapa Sawit tidak dapat menutupi biayaoperasionatnya 
maka kami mellUrurtl'an \"<oUektibilitas kredit atas nama KUD 
Sumber Indah dan KUDRukunMas<il}ri K(}lIektibilitasD~K 
men~di Maw. Halini ses\llli,denganSK Dif(}ksililank lndoot:Sia 
No. 311147/KEP/DlRtanggai 12 Nopember 1998 telltang kualitas 
aktiva produktif. 

Dalam pcrhitungan PP A P Kredit antara. masing.masing cabang belumdilakukan seeara 
Konsislcn. Tidak konsistenkarena ada cabang yangmemasukkanunsur agurnm dalam 
perhilUngan PPAP danadacabang lain yang lidak memasukkan unsuragunan dalam 
mcnghilung besamyaPPAP yangw~lib dibeJltuk, 

10 PENUIWNAN PENGGOLONGANKOLEKTIBIL!TAS 

Sehubungan denganpeIlyalur.ulKr~dil ~~~~.Kelapasawit.~ illti 
Surya Barokah temya~debi~l1rtidakm~ptlmen~~ikan~~jlbannya.AtaSdebitur 
tersebut bank telab m~ng&919n.3l;.ans~~iDaI~mrerhatiarl.k1nlSustdapi.~ 
pemeriksaan kami dap.djdtlk~~.kl~a~l~~Bank 
lndoncsi;.t dan Laporanm{empen~an· tersebutt.yata~Wl~·~ 
dihasilkan lidak akanmampurnembiayaioperasionalapalagiltewajibanbungadan 
pokok kepaJa bank. Jllaka$esuaide~gatlJ<.eputll$2lnBI No 3 1441/KEPI01R ta~ 22 
OklOber 1998 sudah harns datam ~olongan·macet (kojek 5). AJ1ISkoodisi tersebut 
bank kunmg dalammembent\tkPPAP.~~liarikQreksi<~~peilij~~n 
laha rugi sementara lMlllk ·akan~l~Ubatkalfkerugian~ ·.Itp.l ~.29JJ)33.155,., 
alall 71 % d.ui modaldisetof. 



Bank belum melaksanakan perhitungan PPh 21 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor. 486/KMK.03/2003, tentang pajak penghasilan yang ditanggung olehPemerintah atas 
penghasilan pekerjadari· pekerjaannya yang berlaku dari bulan Jull 2003 sampai dengan 
sekarang. 

o Tarif perhitungan PPh 21 atas pendapatan pegawal untuk cabang Muara Teweh masih 
menggunakantarif 10%. 

o Terdapatkekeliruan dalam penafsiran mengenai PTKP (K/3) dengan tunjangan anak (K/2) 
yang diberikanoleh Bank. 

o Terdapat penghasilan pegawai diluar beban pegawai yang tidak dikenakan PPh 21 dan 
pemberian pesangon yang dikenakan PPh 21. 

6. Kredit 

6.1 Umum 

a. Jumlah MaksimumPenyeciiaanFasilitas Kredit. 

c. 

Jumlah Penyediaan FasiiitasKredit kepada25 deMur terbesar per 31. Desember 2003 
adalah sebe$ar 41o;~.darijumkih moclalbankPT BankPembangunan Kalteng.Kondisi ini 
jelas tidak sesuai .. dengan 5K Olrei<si ... PT Bank Pembangunan Kalteng 
No. IV/21/SK-OOIO/Pebr-96 tentang Kebljakan PerkreditanBank Pembangunan Daerah 
Kalimantan. Tengah dimana. diSebutkan bahwa jumlah maksimumpenyediaan fasilitas 
kredit untuk 25 Oebitl;lr terbesarlail1nya sebesar 15%dari jumlah seluruh kredit bank 
dan 25 % dari jumlahmodalbank, mana y.!Og dicapaiterlebihdahulu. 

Semua cabang telah lTlembuatdaft:ar seluruh agunanyang dljaminkan atas kredit yang 
dJberikan kecuali CabangB!Jntok danMuara Teweh sedangkon untuk agunan dengan 
plafond kredit diatas Rp. 1.500.000.000 tidak dilakukan penilaian oleh pihakindependent. 
Hal ini tidaksesuaicfengan SKOlreksi Bank Indonesia NO; 31/148/KEP/OIR tental1g 
Pembentukan PenyisihanPenghapu5ari AktivaProduktif. 



d. KollektibilitasKredit 

Berdasarkan uji petik terhadap beberapa debitur untukmasing-masing cab,mg dalam 
menilaikollektibilitaskredit, terdapat penggolongankualltas aktiva produktif - kredit 
yang belumsesuai dengan SK Dlreksi Bank Indonesia No. Jl/147/KEP/DIR tanggal 
12 Nopember 1998 dan perubahannya No. 4/6/PBI/2002. Nama debitur tersebut dapat 
dilihat pada lampiran ! . 

6.2 Cabang Muara Teweh 

- CV Makar Indah (H. AncU Dirham): 

Darihasil pemeriksaanberkas kredit danalirclO rekening giro CVMakar Indah dapat 
disimpufkan· sebagai. berikut: 

HasH wawancara ki)mfdengan OIErsa Jayaadcllah sob: 

Pengajl4an .kreditoleh 01 Ersa JayakepadaPTBankPembangunan Kalteng 
sebesar Rp. 100.000.000 merupakan usulan dariOl Makar Indah dengan 
sepengetahuan Kasle Kredit. Tujuan untuk membayarutang 01 Mekar Indah 
kepadaOl ErsaJaya atasproyek yang dikerjakan oleh OIErsa Jaya untuk 
kepentingan 01 Mekar Indah. Detail proyek tersebut adalah sbb : 
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NO.SPK 
Tujuan 

Periode Pelaksanaan Proyek 
Nilai Proyek 
Kontraktor 
Pemberl Proyek / Kerja 

& &7i49 

022.SPK/060/MTWI2003 
PemasanganSTUMdan SUTR sertil 
01 kompleks Mekar lndah 
20/01/03;"; 18/02/03 
Rp.l00.000.000 
CV ErsaJaya 
01 MekarIndah 

CV Mekar Indah baru melakukan pembayarankepada·OI Ersa Jaya. seoeSar 
Rp. 30.000.000 walaupun proyek tersebuUelahselesal dlkerjakansehingga 01 
Mekar Indah mempunyal utang keOl ErsaJayasebisar Rp. 70.000;000 •. Jadi 
dari kredit Rp. 100.000.000, sebesar Rp.70.000.000digunakan untuk membayar 
utang ke 01 Ersa Jaya dan sisanya Rp. 30;OOO.OQOdiserahkan kembalike 
01 Mekar rndah. 

Atas pemberian kredit kepada 01 Ersa Jaya tidakada jamlnan yang diberikanoleh 
01 Ersa Jaya. 

Rincian Kredit yangdiberikankepada 01 Mekarlndahadatahsebagai berikut : 

.. . . .. . ...... Tabel ' . ~ 
Nama Debitur No. Pelja.njian· PlafonKr«lit ···J1ln99al•·· BilkiDebet .... .... 

Krecflt P~lran 
. ... .. . .. .. 1 

01 Mekar mdah . 0251039.00205,3 500.000.000 2002 499.981.532 
01 Ersa Jaya 0351034.00078.4 100.000.000 2(H}2-2003 100.000.000 
01 Mekar lndah 0351034.0Q169.7 100.000.000 14"05-2003 100.000,00.0 
01 Mekar lndah 0351117.00153,9 100.000.000 f5"~-2003 100 .. 000.000 
01 Mekar Indah 1035l034.o0017.S 150 .. 000;000 19"()5~2003 150.000.000 
Alus 0251161.00680.3 24.000.000 I ··00-01:-2003 24.000.000 I 
Zaini Darman 025116LOO679:6 24J){)0.OOO '06:01-2003 24.0()0.OOO 

saldo 
...• 998.QOO.OOO. _ .. ... 997.9Bl.S32 I··· 

.. •... .. • < ....... ... . . . . . 
. - - . 

Kredit dengan nOl11o( .. ·Petjanjlankredit .03~lQ34.()()(J17.8 •.. 0251161~00680.3, .• dan 
0251161.00679.6 sebesarBp.J~8,OOO.OQOdituWkIJtl \.!I1tUkpembayaran kr.editf\Of1'lOr 
Perjanjian kredit0251039.002QS.3 

Kredit yang diberikan •. kepaOa.. CV.Mekarlndah$e~rRp •.. 997. 981.532 akanmelljadi 
kredit bermasalahdan ··~.Ml,Jara T.ewehme/a.kukan restrukturisasi kreait 
01 Mekar lndah sebesarRp.~9.98L532 tanpaper!ietUjuankantor pusat. 

- CV TeJaga Indah (~ogerT~i!) 

Dari hasil pemeri~nber~skredit danatiran rekening giro Telaga Indah dapat 
disimpulkan sebagai berlkut: 
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··~~F:ir:1qi~I$IIKr~t~}'~:QPE~IfI .• ~~j~'y~tl9-j 
::~2f'l9'9~@Ia;I.O Kredit yang diberikan kepada 

per 31 Desember 2003 sebesar 
Rp. 503.296.226 sebenarnya digunakan untukkepentingan Saudara Roger Tersen 
(01 Telagalndah). Hal ini dapat dilihat darialiran danapencairan kelirna kredit 
tersebut yang semuanya masuk ke rekenlng giro 01 Telaga Indah. 

b. Kredit yang diberikan kepada .lima debitur sebesar Rp. 597.000.000 
(Plafond Kredit) sebenarnya kreditOl Telaga Indah karena digunakanuntuk 
kepentingan 01 Telaga Indah sehingga total kredit yang diterima olehOl Telaga 
Indah sebesar Rp. 694.500.000. Darl jumlah tersebut maka pemberjankredit 
kepada 01 Telaga Indah (secara kumulatlf) telah melewati batas wewenang 
memutus kredit cabang yang hanya sebesar Rp. 150.000.000 untuksatudebitur 
untuk jenis kredit konstruksi. Atas kelebihan tersebut, PT Bank Pembangunan 
Kalteng Cabang Muara Teweh belum memintalzin kepada Kantor pusat. 

Debitur 

01 Telaga lndah 
01 Citra Sejahtera 
01 Yani Pura 
OI11ara 
01 WatuGintem 

. 01 Jaya Wijaya· 
Roger Terson* 

No. Perjanjian 
Kredit 

. 

Plafond 
Kredit 

.. 

Tariggal 
Pencalra.n 

... 

aaki Debet 
... .. ... . .. 

0151034.00748.5 90.000.000 . ···90.000.000 
0351034.00166.5 1l0.OOMOO· 14"05-200.3 15.796.2:26 
0351034.00165.2 100.000.000 l4"()S;2003 100.000.000 
0351034.00167.6 95.000.000' 14-~'2003 ..... 95;OO().Ooo 
0251034.00438.2 237.500.p® 237;)00.600: 

I °20305112°3141 .. 6'°1° •.. :116184 .. '84 55,OOO.~ :11:.os·20DJ .. : .• : 55,Q.nO(} I 
,--_7"""O~00:.;;.;,:;..00;;.::0H 888;8961·· 

Saldo f 694.500.000' .·::.·$97.$00,000 
* Nasabah Cabang Buntok 

Semua kredit yang digunakan ulkepenti~ncvI:Il~.~.lndahIR09¢rTerSOn 
merupakan kredit bermasalahdengan kolekti~~r~l~. tersebutpada tahuo ... 
2003 telah dilakukan restrukturisasi sehinggakOlektiblUtasnya menjadi 3 (Kurang 
Lancar). 
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- CVGira Pratama 

01 Gira Pratama merupakan debitur hapus buku sebesar Rp. 48.764.823. 
Berdasarkan hasH . pemeriksaan kami terhadap rekening giro 01 Gira Pratama 
terdapatmutasi kredit dan PT Bank PemOOngunan Kalteng Cabang Muara Teweh 
tidak melakukan pemotongan atas giro tersebut untuk melunasi kredit hapus 
bukunya. Berdasarkan keterangan plhak bank, hal ini diseOObkan karena dana yang 
masukke rekening giro 0/ Gira Pratama tersebutbukan berasal dari. proyek yang 
dibiayai oleh perjanjian kredlt yang dihapus buku tersebut tetapi merupakan dana 
dari proyek lain yang bukan milik 0/ Gira Pratama tetapi milik pihak lain yang 
meminjam 0/ Gira Pratama untuk mendapatkan proyek. 

b. NPL (Non Performing Loan) 

Tingkat Gross NPL ul CaOOng Muara Teweh (gabungan) sangat tinggi yakni sebesar 
30,46% sedangkan untuk CaOOng Muara Teweh danCapem Puruk Cahu masing­
masing sebesar 39,04% dan .10,09% .. Tingglnya tingkat NPL gross di cabang muara 
teweh diseOObkan karena t1nQ9lnyakredltdengan kolektlbilitas Js/d 5. Jumlah kredit 
dengan kolektibilitas 3 sId 5 sampaldengan. tanggai 31 Desember 2003 mencapai 
Rp. 8.50L511.~68dengan rindSn sebagal berlkut: 

--'-
.. . u . T bel 3 

Koiektlbltltas . 
Uraian 

, Kut'afl9L.anClU' .. ··l)lragukan Maeet .. 
Jumlah 

. 

M. Teweh 3.188.914.128 468.713.132 4.009.222.565 7.701.849.825 
P. Cahu .... 384.569.815 . 28.203.701 421.888.427 555.147;500 
Jumlah 3.573.483.943 496.916.833 4.431.110.992 8.501.511.768 

Tingginya tingkatkredit bermasalah disebabkankarena PT Bank pemOOngunan Kalteng 
cabang Muara Teweh kurang berhati-hati dalam menyalurkan kredlt dan dalarn 
melakukan penilaiankredit tldak didasarkan atas prosedur dan azas perkreditan yang 
sehat. 

c. Penata-usatlaan Kredit. 

6eroasarkanhasil p~meriksaankamlterhadap beberapa berkas deMur yang berisikan 
semua data-d.atayang berkaitan dengan debitur tersebut, menunjukkan OObwaberkas 
tersebut be/um disusundengan.ci:lpi.Hal iniditandal dengantidak dimasukkannya 
data-data tersebut ke dalam Satu ·odnertapi hanya dimasukkan ke· dalam satu amplop 
coklat besar sehinggakemungklnandata tersebut tercecer atau hUang sangat tinggi. 

:B~';~~~~~1,§@~lt~ .• ~;~~i~ .•.. ~~kq~'l'(jI'ti!l'l·~~ .. 9~~.cqi~· 
~¥a09~l'$efama lnibuktikepemilikan yangasll tersebut disimpan til dalam . 
ampIop cokIat yang juga. merupakan amplop untuk menyImpanberkas-berkasdebltt.Jr 
sehingga kemungkinan data tersebut hIlang dan dimanfaatkanoleh orang yangtidak 
berhak sangat tinggi. 

Menurut kami seharusnya buktikepemilikan atas jaminankredit yang aslidlsimpan di 
dalam brankas besi tersendiri yang terpisah dari brankasuntuk kas dan hanya dapar 
dibuka oleh orang tertentu serta dalam pengambilan jaminan kredit tersebut harus 
diotorisasi oleh pejabat. yang berwenang. Jaminan yang dlmasukkan ke daIam berkas 
debiturhanya berupa· fotocopinya sehingga keamanan atas bukti kepemilikan jaminan 
yang asli terjamin. 
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d. Perhitungan PPAP 

Dalam·· menghitung besaroya PP AP .untlJkkol~l<tjblJitas.· 2( dalam perhatian khuslJs) t 
PT Bank.Pembangunan KaltengCabang Muara TewehdanCapemPuruk Cahu 
memasukkannilai agunan sebagai unsurepengurang. Halinltidaksesual SK Direksi 
Bank IndoMSla No. 31/148/KEP/DIR pasal6 tahun 1998 tentang Pembentukan 
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. 

KondisilOl mengakibatkan besarn~ PPAP. y.ang. telah dibentuk oleh 
PTSank. Pembc!ngunan . Kalteng .• Cabang . Muara Tewehkhususnya· untuk k()l~ktibi1itas 2 
jauhJebih rendah dari yangSebenamya har:usdillentuk. 

Fun~si. dati . Kartu D~itur ·Itu .• sencjlrladaiahse1)agalalcK~troJlJntuk· menget:@hui 
apakc)h debitur telah~ku~n~~"tJl7ttl~It'taU)~lum. ··Saldo •. dati 
Kartu . Debi.tur ... ters@l.It.se~J).akf1ir~~~.c;I~/ldenga/l saldopada 
rekeningglro pjnja~nidebitur9l'ltiJktnelf~t~"~ta~yangdi/akiJkan 01 
daIamcomputer ~tah.~T.ApabllaPlhakbl3nk~k~npengisiankartu 
debitur tersebut .makaful'lg$lyang~n t:I~f,ilS.tldakdapat dlJakukan dan 
kemUf'l9kinanJ<..esaiah.an.dafam~tanfJi~·~".~d"'·diQeteksi. 

Kondisi diat,as j1.lQa>tldak .. uafdE!nQal'i~~l,Ijt.pemberiankreditbank 
PT.·Bankpemball9\lnan·l{aiteng. 

Ka1ten9$liIi)esaf O.S%liehirk: 
0, 25%at.ausel)esar On' ,)fI·''I 

Nama : DrsHZainAlXIm 
No.I'IK : 200321190 .. 313.9 
lClI'l9:kc)Waktu; ·27~l(h03 .. ··.-: .•. 21~1~S 
Plamna ~>Rp.;ll.S6fJ.~;poQ .. 
Bakl·~t : Rp.ll.SOO.0Q9.OQQ 

-:' ',- --, -', -- ',- -' - :->.--.,',- -' .",,----

Ketldet<sesuaien ~l1lbe~nanprovisll(reclit· .. kepadad~r tersebutteiah·· mendapat 
pe~tujl)an;d,ad·DewimI<omlJl~d~suratNo.~I$81OekomlPT.BPKT/Okt. 
2~03, ... nal'Tlun~ikian. merIlmJtkarnJseo~ru~ PTBatl~pembar)gunanKatteng dC!pat 
melak$a"a~SKOIre1$lyang tetatldi~rkansec:aral<orisi$ten. 



6.4 Cabang Pangkalan Bun 

a. Jangka Waktu Kredit 

Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberqpad~lJlturt~r~pqrbe~capa{!jebit1.1rYilfl9 
berbeda jangka waktu kreditnyCl .. antara . »ngkawaktl.lkreQit ·.dlda.lamPerjanjfan .. Kredit 
dengan di dattar Nominatif Kredlt. DeblturtE!l'sebutadalatrsebagalberik\.Jt; 

b. Peljanjian Kredit 

Terdapat penurunansljkl,1 bI.Il\gakr~tuntul(jenlsb\Ulltaflat~K4~1l.~~~· 
dari 24% menjadi20%{telahada.··.~dari·~nan.~bang .. kantof .•. ptlsat 
dan telah disetujui olehkantorpusat)~~.j~·20~men~ilSOAt (tidaleada 
permohonan dar/<::abang·· keka/ltor .~ •.... oari ·kedua .~~$U~l.IbvflQa .. kf~tt 
tersebut belumdilakukan I dibtJatkan ~. ·.~kredltny8at.as. peru~ 
suku bunga; Debiturtersebutadalah: . 

Nama 
NO.PK 
Jangka waktu 
Plafonc 
saki Debet 

d. Laporan Kel.:lBllgan 

LaporanKeuangangaboogan PT6ankPe~!JUnan Kalteng Otbang Pangkalan Bun 
posisi 31 ~r .2aQ3uotukrekenlng kredityang dit1erikan danpendapatan bunga 
tidak sesualdet1Qan su~subbul<u.bt!saFl'lyatlaliniQlsebabkankar~ penetlmaan kredit 
dari . tanggal ..• ·.l~rtlpajden~rrS·.·~uali~.d.la~ .. ~ ·~san.kredit .. dan 
pendapatarj!bungakt~tanun 20Q3.unttikitu feaml melak1J{qjn~K$l: kembaliatas 
transal<Sitet$eli)ut. 



e. 

pengembalian kredit ini berasal dari 
terima. 

Menurutkami kredit ini bersifat spekulasi karenakita belum dapatmenggtahulapakpll 
debitur akan mendapatkan prOyekatau tidak untuKtahun ang9Clrenyan9bfna~~l,ltan 
dimana. sumber dana. untuk pengembalian. kredlt hanyaberasal dar!. proyekYClngc;llterimCl 
oleh debitur tersebut. 

Menurutkami ul pencairan kreditinvestasi yang tujuannyase~rtiYClflg~atrdisebutkall 
diatas lebih baik dilakukan setelah SPK Prove!< dlterimaolehpihak~Ak.atau'l.2nk 
melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Pemda untukmengetahulJ~naprqyekyang 
akan di1<.erjakan dim slapapemborongr.ya sehlngga kepa$tlancC\~n sumber cta~oya~a,i 
HClI·lni·dilakukan guna memperkecllresikokredlt . 

f. NPL(Non Performing Loan) 

Cabclng Sam pit 

a. Jangka Waktu Kredit. 

Berdasarkan hasil· ujl ·petik terhadap beberapa·debltur~ .. ~erQa~t·bfabfara~ gebitur.yang 
berbeda jangka waktukredItnya antaraji\,..waktU.kreditijidalarn~jianKrOOit 
dengan di dattar Nominatif Debltur tersePutCl~sebagatl:letikut f. . 



Tubel • 6 
. 

-

'. I . '. JangkaWaktu . ..... 
Nama' Debitur No.PK PeriatdianKredit .' "Daftar Nomlnatif 

.. ' " ..... . 

O/.Catur Jaya 0331034.00513.5 20/11/03 5/d31/12/03 20tH/03'S/d 28/02/04 . 
PT G. Putra Ptatama 0331034.00402.6 11/09/03 5/d 31/12/03 11/09/03 5/d 28/02/04 

. 
0/. Syifa Mandlri 0331034.00479.4 04/11/03 sid 31/12/03 04/11/035/d28/02/04 
0/. PutriSeruyan 0331034.00426.4 26/09/03 sId 31/12/03 26/09/035/d 28/02/04 
0/. Cemeriang Jaya 0331034.00499.1 14/11/035/d 31/12/03 17/11/035/d17/01/04 

·O/.Opta Usaha 0331034.00359.1 14/08/03 sId .14/12/03 14/08/035/d28/02{04 
0/,,5udi.Mulia . 0231116.00482.6 29/07102 sid .29107/Q4 29L081025/d29/08/04 

. 

b. Pemberian Kredit Beresiko Ti'1ggi 

Meotirut kami kredit IniberslfatSpeKl.llasik;;lrena kltabelum dapat mengetahui apakah 
debitur ' .. akan . mendapatj(an . proyek. . atau . tidak uotuk .tahun .anggaran yang 
bersangkutan dimanasumber dana 1.11 pengemballao kredlthanyaberasaldariproyek 
yangditerima oletldet)lturtersebl.lt 

Menurutkami IJntukpencalrankredlt Investasi yafl9 tujuannya seperti yangtelah 
disebvtkan diatas Jeblhbaik dilakl.lkan se_hSPKProyekdlterlmaoleh pihakbankatau 
bank melakukalll<onfirmasiterteblh dahuluke Pemda untukmengetahui rencana proyek 
yang ak.andikerj$kandan$!apapemborongnyasehing96 kepastian akan .sumber 
dananya ada.HaLinidUak~nguna memperlr.edJ resll<o krecUt 

- .- - - . 

·.·.~gi~.~~~it.uAtuk.menilai· kemampuan.debltut·melunas/·angsuran pOKok 
danbuo!i1a ~It~.kami agak kurang. reaH$tls •. Dalamanalisis tersebutdisebl.ltki!n 
bah~jumlahpendapatan yaflgakan mereka terlma clarl proyek dlasumsikansebesar 
~; SOO;!)OO.POOJ~hul1.<~ka sebesir Rp. 500.000.000 ~rsebuttidak. adadasar 
perhitungannya;Sehif1ggakami stmpulkanbahwa .besamya a~ pendapatanterse~ 
hanyasebagaipenyejl11bangagarkre(:llttel'sebut layakdlberlkan. 



Hal tersebut diatas terjadi disebabkan karena Capem Pembuang Hulu tidak memllikidata 
base mengenai kredit bermasalah. Oleh karenalt!,J sebaiknyasebelummel1yalurkankredit 
terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke setlap cabang dan. capem mengenaidebitur~debitur 
bermasalah sehlngga kejadian Ini tidal< akan terjadl lagl. Menurutkami kemungkinankredit 
inibermasalah cukup tinggi. 

, Pembagian DIviden 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penerapan PSAK 46 terhadapkesalahan>dala:m 
penapslran terhadap pendapatan Pajak Tangguhan sebesar Rp.2,232.537.S2S,· yan90lehbank 
diperhitungandalam pembagian deviden tahun· 2002 sehingga bank kel.ebihan· dafam memberlkan 
dlvlden dan bank mengalaml kerugian dldalam modal kerja bank sebesar Rp.2.232.S37 .. S25. 

Rekening Antar kantor 

Rekening antar kantor seperti halnya tahun sebelumnya :masihrnenunJukkansal!:tose~e~ar 
Rp. 6.740.518.104,karena akun Inl merupakan alat control yang setiappenutupanbukudatam 
pasi51 . saldo nol (0), sehingga posisi laporan keuangan menunjukkankIJran~akwasll'lyadata 
akuntansl. danuntuk selisih reken/ng penyelesalansebesar Rp.31.38i.932atassetisth.fekenin.g 
antarkantor tahun 2001 belum dlbuatkankebljakannya. 

antorAkuntan Publik 
-IH<wa Noorlisyati & Rekan 

12 



157 

besar dan penetapan kolektibilitas kredit belum sepenuhnya berpedoman 

pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

• Risiko Kredit 

Terdapat pemberian kredit kepada beberapa debitur tanpa memperhatikan 

sumber pengembalian yang jelas. Selain itu terdapat laporan 

keuanganladministrasi debitur tidak pernah disampaikan kepada bank. 

Pengawasan aktif terhadap debitur hanya dilakukan terhadap kredit yang 

tergolong non lancar (bermasalah), sementara untuk kredit yang masih 

tergolong lancar tidak dilakukan. 

Bank juga belum melaksanakan secara herkala penilaian ulang agunan dan 

hanya dilakukan pada saat terdapat perpanjangan dan atau penambahan 

fasilitas kredit saja. 

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, bank tidak memperhatikan 

prospek usaha kemampuan membayar, sehingga tidak sesuai dengan 

ketentuan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui pengambilalihan 

agunan prosesnya memakan waktu yang herlarur-larut, bank tidak 

berupaya untuk segera menjual agunan yang terlah dikuasai. 

Bank telah memiliki pedoman/kebijakan tertulis untuk penanaman dalam 

surat berharga, namun dalam kebijakan tersebut bank belum menetapkan 

limit dana yang dapat ditanamkan dalam surat berharga. Exposure surat 

berharga yang dimiliki terdiri dari SBI dan Obligasi Pemerintah dalam 

rangka obligasi rekap. Sedangkan untuk kebijakan penetapan credit line 

tertuang dalam Pedoman Perkreditan bank. Penetapan credit line tersebut 

semata-mata hanya mengacu pada ketentuan BMPK yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia, namun tidak pernah dikinikanldisesuaikan dengan 

ketentuan BMPK yang terkini. 

Bank tidak pernah membuat daftar debitur grup, sehingga tidak dapat 

memonitor jumlah fasilitas yang diberikan kepada grup debitur tertentu. 

Bank telah melakukan analisis terhadap pemberian garansi bank, 

sebagaimana diatur dalam PKB dan tidak ada claim bank garansi. 

• Risiko Operasional 



Struktur organisasi bidang perkreditan tidak: didukung dengan jumlah 

SDM yang memadai sehingga masih terdapat perangkapan tugas yang 

dapat mengakibatkan lemabnya internal control. 

Bank masih melakukan beberapa penyimpangan dalam proses persetujuan 

kredit, seperti kelampauan wewenang persetujuan kredit dan pemberian 

kredit yang kurang memperhatikan sumber pengembaiian. 

Bank juga memiliki kebijakan tertulis tentang pembentukan PPAP, namun 

dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan 

Bank Indonesia. 

Selain itu masih terdapat pemberian kredit yang melampaui wewenang 

persetujuan kredit, khususnya yang terjadi di Kantor Cabang. Bank juga 

tidak: membuat daftar debitur grup. sehingga tidak: dapat memonitor 

jumlah eksposure kredit kepada grup debitur tertentu. 

Bank tidak: memiliki kebijakan mengenai perlakukan khusus dalam 

pemberian kredit kepada pemilik/pengurus bank, tapi dalam 

pelaksanaanya masih terdapat perlakuan yang cenderung menguntungkan 

debitur pihak terkait, yaitu pengenaan biaya provisi tidak: sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Pemeriksaan intern bank masih terbatas pada masalah-masalah yang 

sifatnya administratif dan belum menekankan pada unsur risiko yang 

melekat pada setiap aktivitas fungsional, sehingga masih dijumpai 

permasalahan di bidang operasional dan perkreditan. 

HasH· temuan intern belum ditindaklanjuti secara serius, sehingga 

penyelesainnya menjadi berlanrt-larut, antara lain kelemahan dalam 

internal kontrol dan bidang administratif belum memperoleh perhatian 

yang serius dari pihak manajemen. 

• Risiko Hukum 

Masih terdapat penyimpangan baik dibidang operasional maupun 

perkreditan akibat lernahnya internal kontrol dan kurang efektifuya 

pengawasan oleh manajemen (management oversight). Selain itu masih 
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terdapat perpanjangan kredit yang tidak didukung dengan addendum PK, 

agunan tidak dilakukan pengikatan. 

Masih terdapat beberapa kredit yang tidak didukung dengan agunan yang 

memadai dan atau pengikatan agunan yang lemah. Beberapa agunan kredit 

berupa barang bergerak· tidak pemah diasuransikan dengan banlcer's 

clause. 

• Risiko Pemilik 

Masih terdapat kebijakan pemberian kredit di KCP yang kurang 

independen yaitu pember ian kredit kepada Sdr. Emilson oleh KCP Pulang 

Pisau. 

Selain itu masih terdapat perlakuan khusus dalam pemberian kredit kepada 

pihak terkait dengan direksi, antara lain pengenaan provisi lebih rendah 

dari ketentuan dan persetujuan kredit tidak dilakukan sesuai jenjang 

kewenangan. 

Bank juga kurang mempematikan aspek risiko yang melekat dalam 

aktivitas perkreditan, khususnya risiko kredit dan risiko hukum, tercennin 

dari pemberian kredit yang kurang mempematikan prinsip kehati-hatian 

dan azas perkreditan yang sehat, seperti : 

- Tanpa didukung dengan agunan dan atau tidak diasuransikan. 

- Tidak dibuat daftar debitur grup. 

- Kurang mempematikan sumber pengembalian kredit 

d. Earning 

Sampai dengan bulan Desember 2004, bank telah memperoleh laba kotor sebesar 

Rp24.628.687.809 atau rata-rata perbulan Rp2.054.890.651, meningkat 

dibandingkan dengan rata-rata perolehan laba Tabun 2003, yaitu sebesar 

Rp1.532.471.589. Kontribusi terbesar terbadaP operasional bank yaitu kenaikan 

pendapatan bunga kredit dan penempatan dana ke bank lain.Sementara itu beban 

operasional bank juga meningkat sebesar Rpl12.403.l95 dari Rp91.548.834.843 

menjadi Rp91.661.238.038. Sejalan dengan peningkatan laba kotor ROA (Return 

on Assets) bank mengalami peningkatan sebesar 0,46% dari 1,82% menjadi 

2,28%. 



1) Kondisi 

Terdapat pemberian kredit rekening koran untuk tujuan modal keJja 

terhadap 7 (tujuh) debitur seniIai Rp1.365,00 juta dengan baki debet 

per 31 Desember 2004 sebesar Rp 1.035,00 juta (kolektibilitas macet) 

dengan kelemahan-kelemahan yang didapati atas pemberian fasilitas 

kredit kepada debitur tersebut diatas antara lain : 

a. PeJjanjian penyerahan piutang/ harga proyek sebagai jaminan 

kredit (cessie) tidak terdapat tanda tangan pimpinan proyek dan 

bendaharawan proyek sebagai bukti persetujuan. 

b. Kredit atas nama Erna Machrita (CV. Ersa Jaya) terkait dengan 

CV. Mekar Indah, debitur bermasalah dengan bank. PT. PLN 

ranting Muara Teweh tidak terikat untuk melunasi harga proyek 

kepada CV. Ersa Jaya. 

c. Pemantauan perkembangan realisasi fisik pekerjaan maupun 

pelunasan harga proyek sulit dilakukan, mengingat lokasi proyek 

berada di luar wilayah kerja kantor cabang Muara Teweh. 

d. Pelunasan harga proyek dari bendaharawan kepada debitur tidak 
terkontrol, mengingat dana tersebut tidak disalurkan melaIui PT. 

Bank Pembangunan Kalteng cabang Muara Teweh, dan tidak 

terdapat kerjasama dengan bank penerima. 

e. Pihak bank tidak membuat analisa yang memadai terbadap aspek 

kelayakan prospek usaha dan kemampuan debitur dalam 

memenuhi kewiUibannya daIam rangka penambahan plafond 

maupun perpanjangan jangka waktu kredit yang dituangkan 

daIam bentuk addendum. 

Daftar formulir dalam pedoman umum perkreditan sebagai syarat­

syarat yang harus dipenuhi oleh bank sebelum realisasi pencairan 

kredit belum dilengkapi, antara lain : 

a. Perjanjian penyerahan piutang/ harga proyek sebagai jaminan 

kredit (cessie) belum dibuat. 

b. Surat pemyataan penyaluran dana proyek dari pemimpin proyek 

ke rekening giro debitur yang bersangkutan pada PT. Bank 

Pembangunan KaIteng cabang Muara Teweh belum dibuat. 

c. Pengikatan agunan kredit untuk benda-benda tidak bergerak 

melalui surat kuasa menjual, seharusnya diikat dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau sekurang-kurangnya 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) lebih 

dahulu. 
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Pemberian fasilitas 
kredit sebesar 
Rpl.365,OOjuta 
kepada 7 (tujuh) 
debitur PT. Bank 
Pembangunan Kalteng 
cabang Muara Teweh 
tidak sesuai ketentuan 
dan merugikan bank 



Akibat 

PenyaIuran kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan 
tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi merugikan bank sebesar 

Rpl.035,00 juta. 

Sebab 

Pihak bank kurang cermat dalam melakukan anaIisis terhadap 
permohonan kredit debitur dan belwn mengikuti prosedur pemberian 
kredit yang telah ditetapkan dalam ketentuan intern bank. 

Saran 

BPK RI menyarankan kepada Direksi PT. Bank Pembangunan 
Kalteng untuk menegur secara tertulis pimpinan cabang yang terkait 

dengan pemberian fasilitas kredit tersebut untuk 
mempertanggungjawabkan pekerjaannya. 

Tanggapan Direksi PT. Bank Pembangunan KaIteng 

Direksi PT Bank Pembangunan Kalteng menjelaslcan bahwa 
pemberian fasilitas kredit yang berpotensi me11lgilcan bank akan 
me,yadi perhatian dan tetap mengupayalcan penyeiesaiannya. 

2) Kondisi 

Kebijakan intern perusahaan menetapkan bahwa pengeluaran diatas 

Rp5,00 juta merupakan pengeluaran modal yang hams dikapitalisasi 
sebagai aktiva, sementara pengeluaran dibawah Rp5,00 juta, harns 

dibebankan langsung sebagai biaya pada periode berjalan. Namun 
demikian kebijakan tersebut tidak diterapkan secara konsisten pada 
tahun buku 2003. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa pengeluaran 

yang seharusnya dibebankan sebagai biaya sebesar Rp 116, 17 juta 

sedangkan pengeluaran yang dikapitalisasi sebesar Rp 1.280,05 juta. 

Akibat 

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan pencapaian matching 
cost with revenue menjadi tidak optimal karena biaya penyusutan 
aktiva tetap dan hiaya periode berjalan tidak dapat menggambarkan 
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PenyalUI'QI/ kredil kepodo 1 
Andi Dirham (ev. Mekar 
Indah) don debitur konsum 
selctor perumahon masing­
masing sebesar Rp850.00 
juta don Rpl. 006, 00 jula 
tidaJc diyakini kewajarannyc 
don melanggar kelentuon 
yang berlaku. 



3.Kelebihan/Kekurangan 

PPAP 

4. Rasia PPAP 

d. Restrukturlsasi Kredit 

162 

Selama periode pemeriksaan, terdapat 23 debitur yang direstrukbJrisaSi 

melalui perpanjangan jangka wakbJ dan penurunan suku bunga. Dalam 

pelaksanaan restrukbJrisasl kredlt, Bank tidak memperhatikan prospek 

usaha, kemampuan membayar dan ltikad balk debitur dalam 

menyelesaikan kewajibannya sehlngga tidak sesuai dengan SK Oireksi 

Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal12 November 1998 tentang 

RestrukbJrisasi Kredit. Hal tersebut mengakibatkan setalah beberapa 

bulan dilakukan restrukturisasi kredit sebagian debitur masih belum 

memenuhi kewajibannya kepada Bank. 

Dari perkembangan hasil restrukbJrisasi, dapat disimpulkan bahwa 

restrukbJrisasi yang dilakukan oIeh Bank belum menujukan hasil yang 

optimal tercermin dart : 

• Maslh cukup tlngginya tunggakan dan debltur yang 

direstrukbJrisasi 

• Jumlah yang tergolong NPL masih cukup besar. 

e. Kredit Yang Dihapusbukukan 

Selama tahun 2004, Bank melakukan penghapusbukuan kredlt macet 

sebanyak 118 (seratus delapan belas) debitur dengan nominal Rp 2.716 

juta. Kredlt yang dihapusbukukan tersebut seluruhnya telah tergolong 

macet dan dinilai sudah tidak mempunyai prospek, baik karena usaha 

debitur sudah tidak beroperasi maupun mkad debitur yang tidak baik 

untuk mengangsur/melunasi kewajibannya. Perlakukan akuntansi yang 

dilakukan dalam penghapusbukuan kredlt belum sesuai dengan Pedoman 
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Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), yaitu bank membebankan pokok 

dan bunga kredit yang dihapusbukukan pada penyisihan penghapusan 

kredit. Seharusnya sesuai ketentuan tersebut di atas, yang dibebankan 

pada penyisihan penghapusan kredit hanya kewajiban pokok, sedangkan 

tagihan bunga dibukukan pada rekening administratif sebagai 

kontra/rekening lawan pos Pendapatan Bunga Kredit Dalam 

Penyelesaian. 

3). Manajemen 

a. Umum 

i. Strategi/Sasaran 

Bank telah mempunyai sasarandan strategi usaha yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam mencapai misi umum. Misi Bank yaitu 

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonornian dan 

pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka rneningkatkan 

taraf hidup rakyat. 

Strategi pencapaian sasaran dijabarkan dalam program pelaksanaan 

yang dituangkan dalam rencana kerja masing-masing sasaran. 

Namun pelaksanaan strategi tersebut, belum sepenuhnya 

diimplementasikan dan disosialisasikan dengan baik, seperti 

pengembangan dan pemberdayaan SDM. 

Bank belum rnembuta suatu Corporate Plan (rencana kelja lima 

tahunan) sebagai mediator antara Visi-Misi dengan rencana kerja, 

termasuk melakukan penyusunan rencana kerja (business plan) yang 

lebih detail dan kalkulasi ke depan yang lebih spesifik, dapat diukur, 

akurat, realistik, dan tepat waktu. Selain itu, Bank juga perlu 

menambah frekuensi reviewatau kajian ulang terhadap rencana kerja 

yang telah disusun yang disesualkan dengan perkembangan usaha. 



_ ..... 1' 

2. Divisi SDM 

Sehubungan dengan bertembangnya kegiatan operasional bank pada Kantor cabang 
pembantu pada daerahkabupatenpemekarand"lVIsi SDM dipandang pedu 
melakukan Reorganisasi···d9npenambahan. staf.·guna mendukung .operasiOtlal bank 
agar lebih baik dalampelayanannya dengan tetap mempertimbangkan pentingnya 
standar kuafitikasl dalam hal m~kukan mutasi. lrotasi pegawai dengan 
memperhatikan latar befakangpendidikan iltaupeg8Walyangakan ditempatlcan 
(mutClsi) terlebih dahulu harusmelalui. prosespendidikan dan pelatihan. 

3. Aktiva tetap 

Bank belum menyesuaikandaftar Aktiva tetap bankdenganbuku besaraktivatetap. 
Sehingga laporankeuanganBank akcln mengalami Ieblh .ataukurang dalam 
pengakuanbeban penyusotannya. 

Pada beberapa Cabang dan Capem dari syste,mmasihditemukanperhltunganaktiva 
tetap denganmengunakansystemyangsudahlama dan tid9k Up to Date. 
Penggunaan system dalam perhitungan aktiva tet;ap sebalknya juga didukung oleh 
perhitungan manual. 

4. Kredit 

Pemberian Kredit BeresikoTinggi 

··datlhii:.·Sumber dana untukpengembatian kredit 
t1lnPr()~ph dari proyek yang akan mereka terima. 

Menurutkami kredit Inl bersifat spel<lJlasikarenakitdbetumdapat mengetahui 
apakahdebitur akan mendapatkan proyek atau tidak.l1ntuk t;ahunanggaranyang 
be~ndimana sumberdanauntuk~~kredithanyaberasaldari 
proyekyangditerima olehdebitur tersebut 

Menurutkami untuk peocairankredit. 'investasiyang ·.tujOanova .. seperti ... yang .. ·telah 
disebutkan diatas· \ebih balk ditakukan setelah SPK· ProyeR. diterima oleh. pihakbank 
atau· bankmelakukan konfirmasi terlebih dahulu kePemda untuk mengetahui 
rencana proyek yang akan dikerjakan dan siapa pemborongnya sehingga kepastian 
akan . sumber dananya ada. Hal ini dilakukan guna mempertedl resikokredit. 

Jangka WaktuKredit 

Berdasattan hasil uji petik terhadapbeberapa debitur, terdapat treberapa. debitur 
yangberbeda jangka waktu I<reditrlya antarajangka waktu kredit didalam Perjanjian 
Kredit dengan di daftar Nominatif Ktedit. Nama debiturtersebut dapat dilihat pada 
Tabel I sebagai berikut: 

2 



No.PK 

Pemberian KreditMelewati batasWewenang. capem 

8erd~:uji .. ·.· .•..• petik.·..t.eJil~C~ ..•.. deJitlYr.· •••. ·qll~t.< •. =,. 
cabangt('~terdapat.~~·~fflelewathbatas .•.. ~ .. ·· 
atau~Nama debitur tersebut dapStdilihat pada TabelII sebagai berikut: 
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~~~ 
......... """ ......... 

TIbeI n 
JumIah 

Kode Kantor NarncI· Debftur No. PIC Plafond Bald Debt 
105 CV. 05.10.035.00104 250.000.000 250.000.000 
105 CV._Lestarf 05.10;034.0081 . l00.000aoo .... 

105 PT./'Ista KaMlIJesoUlfafil 05.10.035.00100 100.000.000 . 100.000..000 

PcmberianKreditGanda dengan agunan sama 



<:;;OtfS 
""""""'hrMonIs Suku Bunga Kredit 

Berdasarkan hasi/ uji petik terhadap beberapa debltur, terdapat beberapa debltur 
yang berbeda suku bunga kreditnya antara suku kredit didalam Perjanjlan Kredit 
dengan di daftar Nominatif Kredit Nama debItur tersebutdapat dilihat pada tabeI IV 
befikut Inl : 

TlIho!IlV 

Kode Kantor 
100 ~ 17 J' 110 

too ~~m~ ______ ~!~~~ ____ 4·~.··~~~I10 __ ~ 
400 l &t-fI 

ro 

1 

. 

Ko.ddibilitasKredit 

8 
UI& 
121& 
12 1& 

2lI 
. 22 

2lI 
IB 
16 

!O~ 

!4. 
17% 
14. 

Berdasarkanuji petik terhadap beberapa debitur untuk masing-masing cabang 
dalam· menilai koflektibilitas kredit, terdapat peoggo/ongan kua/itas aktiva produktif -
kredit yang be/urn sesuai dengan psr No. 7/2/PBI/200S tanggal 20 Januafi 2005. 
Namadebitur tersebutdapat dilihat pada /ampiran I 

PPAP 
PenurunanKoIektibilitas kredit tersebut mengakibatkan perubahan kekurangan PPAP 
kreditsebesarRp ... 4.2QO.327.613,05 akan tetapi .manajemen berpendapat.ilahwa 
kekurangan pembentukan PPAP masih dapat dicover karena saatini bank masih 
ke/ebihan cadangan Penghapusan· AktivaProduktif. 

laporan BMPK 
Pembefian kreclit kepada : 

Doemetry/ 01 Karya Jaya 
No. PerjanJlan KreOIt 
PIafon 
Bald debit 
TgI Pencairan 

05.10.035.oo104/oo5-5OU)4 • 
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.000,-
22/12/2005 

5 
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Pemenang Polling Berhadiah Edisi Juli 2006: Susan lim - xxxxx@centrin.neUd , Edhi Prajudhi - x 

Fenomena Kredit Macet 
o Tanggapan 

Jum'al, 4 Agustus 2006 09:05 WlB - warta ekonomi.com 

O/eh: A. Denl Darur; 

Siapa pun akan heran jika sebetulnya krlsis di Indonesia dlsebabkan oleh 
kredit macet. Aneh, tidak ada satu pihak pun yang mengatakan bahwa krlsis 
ekonomi pada akhir tahun 1990-an lalu disebabkan oleh kredit macet. Kredit 
macet terjadi akibat kondisi sistem perekonomian dan polltik yang memang 
macet. 

Selama ini, tidak ada tindakan hukum yang tegas dari pemerintah terhadap 
debltur yang bermasalah. Undang-undang (UU) tidak cukup lugas mengatur 
masalah kredlt macet dan lemah dalam penegakan hukumnya. Dengan 
demikian, pemerintah harus mendahulukan proses hukum dalam 
menyelesalkan masalah kredlt macet sebagai upaya preventif dan antisipatif 
sekaligus. Selaln itu, penyelesaian pemerintah kepada masyarakat harus 
transparan. lika tidak, akan tlmbul masalah moral hazard sehingga kejadian 
ini terus berulang. 

Apa sebetulnya penyebab kredit macet? Kredit macet tidak hanya 
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, seperti nalknya harga BBM dan 
tingginya harga bahan pokok, sehingga daya bayar konsumen menurun. Ia 
juga dlpengaruhl oleh, antara lain, pertama, masyarakat (konsumen) belum 
memahami transaksi pembiayaan konsumen dengan benar. Kedua, 
lemahnya penerapan prinsip mengenal nasabah. Ketiga, kesengajaan 
melakukan fraud. 

Ketidakpahaman masyarakat dalam transaksi pembiayaan konsumen serlng 
kali menyebabkan perusahaan pembiayaan terjebak oleh kredit macet. 
Masyarakat sering menerima tawaran kredlt kendaraan bermotor yang 
menggiurkan. Cukup membayar 50% dari total harga, konsumen blsa 
langsung membawa kendaraan. Sisanya bisa dlbayarkan dua atau tiga tahun 
kemudlan. Nasabah juga tidak dikenai bunga sama sekali. 

Kenyataannya tidak demiklan. Uang muka tersebut digunakan untuk 
membayar DP (down payment) kepada pihak perusahaan pembiayaan. Itu 
pun diperkirakan hanya 10% darl uang muka yang dibayar nasabah. 
Nasabah baru menyadarl tertipu setelah sepeda motor atau mobilnya diambil 
paksa oleh perusahaan pembiayaan karena dianggap tidak lagl mengangsur. 

Sebenamya, transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor 
melibatkan tiga pihak. Pertama, kreditur selaku badan usaha yang 
melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen 
(motor atau mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. 

I~ ~ ~ _. 

i Alsip 
L._~~ .. ~_. 
o Kami 

Foku 
Saln' 

01 

o Selas 
Del. 

o Senir 
Pelu 
Pete 

01 

o Selas 
iDetc 

01 
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Kedua, debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari 
kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Ketiga, dealer selaku 
perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsu-.men (motor atau 
mObil) dalam rangka pemblayaan konsumen. 
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Pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat memperoleh nasabah 
dengan dua cara, yaitu cara tidak langsung dan cara langsung. Cara tldak 
langsung adalah perusahaan pembiayaan memperoleh nasabah darl pihak 
dealer. Ini biasanya karena konsumen yang berkeinglnan membeli 
kendaraan secara kredit tidak langsung mengajukan permohonannya kepada 
perusahaan pembiayaan, melalnkan melalul dealer. Sedangkan cara 
langsung adalah perusahaan pem-.biayaan memperoleh nasabahnya tanpa 
media dealer. 

Namun, dari kedua cara tersebut, perusahaan pembiayaan dalam 
memperoleh nasabah sangat bergantung pada cara pertama. Oleh karena 
itu, perusahaan pembiayaan mengadakan kerja sama dengan pihak dealer. 
Bahkan, karena persaingan yang sangat ketat di antara perusahaan 
pembiayaan konsumen, banyak perusahaan pembiayaan mengadakan kerja 
sama dengan pihak dealer dengan menyelenggarakan program yang 
menarlk seperti pemberian insentif. Sampal-sampai, ada yang berani 
memberikan insentif di muka kepada pihak dealer dan lain-lain. 

Sementara itu, perusahaan pemblayaan yang memperoleh nasabah 
langsung tanpa media dealer jumlahnya sangat relatif keel!. Blasanya, 
konsumen yang mengajukan kredit langsung kepada perusahaan 
pemblayaan sudah menjadi nasa bah sebelumnya. Dalam istilah di 
lingkungan perusahaan pemblayaan, konsumen seperti Ini dlsebut RO 
(repeat order). Cara tldak langsung inilah yang blasanya dlmanfaatkan oleh 
dealer "nakal" untuk melakukan penipuan terhadap konsumen, dan 
imbasnya kredit macet bagl perusahaan pembiayaan konsumen. 

Selain itu, konsumen kurang memahami bahwa hubungan antara dirinya dan 
dealer hanyalah hubungan jual bell bersyarat. Maksudnya, dealer adalah 
penjual yang menjual barangnya kepada konsumen selaku pembell dengan 
syarat bahwa harga akan dlbayar oleh plhak ketlga, yaltu perusahaan 
pembiayaan konsumen. Adapun hubungan konsumen dengan perusahaan 
pembiayaan terjadi karena adanya undang-undang yang dlbuat oleh 
perusahaan pembiayaan dan konsumen yang dltuangkan dalam surat 
perjanjian utang-piutang, yaknl perjanjian pembiayaan konsumen dengan 
cara penyerahan hak milik secara flduela. Sementara hubungan antara 
perusahaan pemblayaan dan dealer adalah tidak memiliki hubungan hukum 
yang khusus, kecuali perusahaan pemblayaan hanya sebagai pihak ketiga 
yang disyaratkan untuk menyedlakan dana untuk dlgunakan dalam 
perjanjian jual beli antara dealer dan konsumen. 

Hal itu penting diketahui oleh konsumen. Sebab, sering kali pada kasus 
seperti di atas, yang banyak diruglkan adalah konsumen (masyarakat) dan 
juga perusahaan pembiayaan konsumen. 

Tidak dilakukannya metode analisis yang komprehensif dalam pemberian 
kredit termasuk penyebab kredit macet di perusahaan pembiayaan yang 
juga melibatkan perbankan. Apalagi terdapat konflik kepentingan antara 
bank dan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Standar yang dlgunakan oleh 
perusahaan pembiayaan konsumen dalam mengenal calon nasabahnya, 
tidak sedetail bank. Faktor collateral kerap dlabalkan dalam metode anallsls 
SC, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition. Sebab, 
perusahaan pembiayaan konsumen tidak berorientasi pada jaminan. 
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Sebenarnya hal itu bukan tidak disadari oleh para pelaku usaha di bidang ini. 
Namun, itulah yang menjadi ciri khas dari perusahaan pembiayaan 
konsumen, yakni kecepatan dalam pelayanan, proses yang sederhana, 
mudah, dan cepat. Maka, tak heran jlka ada perusahaan pemblayaan yang 
langsung mengirim barang ke konsumen, tanpa melalui survei, meskipun 
dengan rlslko blsnls yang besar, yaitu kredit macet. 

Selain itu, kredit macet dl perusahaan pembiayaan konsumen juga 
disebabkan adanya kecurangan orang dalam (insider fraud). Kecurangannya 
adalah berkolusi dengan pihak dealer "nakal". Surveyor (account officer) 
yang curang, tldak bekerja sesuai standard operational procedure (SOP). Oi 
antaranya, tidak melakukan kunjungan ke tempat calon konsumen (plant 
visit), memanlpulasi data calon konsumen, tidak memastikan keberadaan 
debitur dengan baik, atau menirukan tanda tangan konsumen di akta 
perjanjian. Bahkan, kecurangan yang dilakukan oleh surveyor blsa 
menga..,kibatkan perjanjian kredit antara perusahaan pembiayaan dan 
konsumen menjadi tidak sah, yang meruglkan perusahaan pembiayaan jika 
di kemudian hari timbul suatu masalah (sengketa). Sebab, hakim akan 
membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal yang berakibat kredit 
macet. 

Penyelesalan Kredit Macet 
Untuk menyelesaikan kredlt macet tersebut, maka dlperlukan payung hukum 
kebijakan hapus tagih dalam rangka penyelesaian kredlt macet di bank. 
Kebljakan hapus taglh tersebut dengan tujuan, pertama, mempercepat 
penyelesaian utang untuk memacu proses pemulihan dan pengembangan 
sektor rill. Kedua, penyelamatan, perlindungan, dan penyehatan sektor 
usaha. Ketiga, mengeluarkan debitur macet dari daftar hltam kredit macet 
bank, sehingga dapat meneruskan usahanya dan mendapatkan pendanaan 
kembali. 

Penyelesaian kredlt macet inl mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara yang member! kewenangan kepada Menteri 
Keuangan RI menetapkan kebljakan hapus tagih terhadap debitur dengan 
total utang pokok maksimal RplO millar. Menglngat belum adanya payung 
hukum yang baru setelah Keppres 56/2002 tentang Restrukturisasl Kredit 
yang telah habis masa berlakunya, maka untuk pelaksanaan hapus taglh 
kredit macet tersebut diperlukan kebijakan pemerintah sebagai payung 
hukum, berupa Peraturan Pemerlntah atau Peraturan Presiden. Oirektorat 
Jenderal Plutang dan Lelang Negara (OJPLN), Oepartemen Keuangan, dan 
bank-bank BUMN sepakat untuk melakukan hapus tagih kredit macet UKM, 
terutama yang dlbeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). 

Percepatan program konsolidasi Industri perbankan juga membantu 
penyelesalan kredit macet. Bank Indonesia sebetulnya dapat segera 
menerapkan skenario program konsolidasi perbankan yang bersifat 
directives untuk mempercepat penyehatan dan penguatan Industri 
perbankan naslonal. Langkah inl harus diambil dengan mempertlmbangkan 
perkembangan situasi dan tantangan serta berbagal peristiwa pada periode 
sebelum krlsis hingga saat Ini, yang menuntut penyesuaian time frame 
konsolidasi perbankan ke arah yang lebih cepat dari jadwal sebelumnya. 

Langkah konkret konsolidasi, seyogianya dilakukan melalui tiga opsi yang 
diajukan kepada bank, yaitu, pertama, d/akuisisl oleh anchor bank (akan 
ditunjuk kemudian). Kedua, dimerger dengan kelompok bank la/nnya. 
Ketiga, kombinasi dari langkah pertama dan kedua, yaitu merger antara 
beberapa bank dan anchor bank. Skenario tersebut akan diperkuat dengan 
berbagai upaya pendukung la/nnya, seperti pemberian insentlf atas proses 
akuisisi atau merger, dan penerbitan ketentuan khusus yang mengikat bagl 
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bank-bank dengan kriteria tertentu untuk segera melakukan konsolidasi. 

Dengan langkah kebijakan konsolidasi ini, diharapkan industri perbankan 
nasional hanya akan diisl oleh bank yang memiliki komitmen dan 
kemampuan yang tinggi untuk secara optimal berperan dalam proses 
pembangunan naslonal. Bank Indonesia juga harus secara tegas mendorong 
bank menlngkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui 
kerja sama dengan asosiasi perbankan dan Komlte Nasional GCG. 

Selaln Itu, untuk menyelesaikan masalah kredit macet, arah kebljakan 
perbankan yang harus segera dilakukan, antara lain, pertama, reorientasi 
mekanisme dan pola kerja industri perbankan naslonal ke depan yang leblh 
akomodatif terhadap kebutuhan perekonomlan nasional. Kedua, 
implementasi langkah-Iangkah penguatan infrastruktur sistem keuangan, 
antara lain, dengan mempercepat terciptanya Jaring Pengaman Sektor 
Keuangan (JPSK), menlngkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance, 
mempercepat pembentukan Biro Informasi Kredit, dan penerapan law 
enforcement yang lebih kuat. 

Ketiga, penguatan aspek-aspek prudensial dan peningkatan fungsi 
intermediasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Perbankan 
melalul penerbltan beberapa ketentuan seperti Batas Maksimum Pemberlan 
Kredlt (BMPK), Sistem Informasl Debltur (SID), Sekuritlsasl Aset, Kualitas 
Aktiva Produktif, Pinjaman Luar Negeri, dan Perllndungan Nasabah serta 
Transparansi Produk Perbankan. Keempat, membawa industrl perbankan 
nasional untuk berada pada level of playing field melalui penerapan 
kerangka kerja Basel II pada tahun 2008. 

Penutup 
Berdasarkan kegagalan BPPN dalam mengelola kredlt macet, maka 
pembentukan Asset Management Credit (AMC) sebaiknya tldak berada di 
bawah Lembaga Penjamln Simpanan (LPS). Pasalnya, LPS merupakan 
bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat tidak efisien dan efektif selain 
juga menlmbulkan konflik kepentingan. Sulit membayangkan LPS memiliki 
fungsl yang sangat besar, yaltu dari pengawasan, pelaksana, hlngga 
menyembuhkan kredit macet. 

Belajar dari sejarah BPPN, maka sebaiknya AMC di Indonesia adalah AMC 
yang dimiliki oleh swasta. Dengan demikian, tugas pemerintah adaJah 
menjamin bagi pihak swasta untuk mendlrlkan AMC-nya sendlri dan 
pemerintah tidak perlu memberikan saingan dengan mendirikan AMC milik 
pemerintah yang terbukti gagal pada BPPN dan BPPN lanjutan sepertl 
Perusahaan Pengelola Aset yang mengelola aset BPPN yang lapuk itu. Sebab, 
pada dasarnya Pemerintah Indonesia dlbentuk memang tidak untuk 
berbisnis, tetapi sebagai pelayan masyarakat. 

Penul/s ada/ah presiden dlrelctur Center for Banking Crisis. 

Kirim Tanggapan Kirim Artikel Ini 
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TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Indonesia (BI) terus 
mengawasi kondisi kredlt macet perbankan selama tiga 
bulan ke depan. "Apakah hanya bersifat jangka pendek atau 
secara jangka panjang menunjukkan tren kenaikan, 
penurunan, dan stabil," kata Direktur Pengawasan Bank I BI 
Rusli Simanjuntak pada Tempo, Selasa (9/8). 

~Ip:. English Menurut Rusli, peningkatan raslo kredit macet perbankan 
~ 
i .: Japanese dikategorikan sebagai gejala bisnis yang terkait dengan 

•
' • Mandarin kondisi makro ekonomi. Kondisi makro yang dlmaksud, 

tingkat intlasi dan tingginya harga mlnyak dunia yang 
Apa Itu 11m melemahkan nilai tukar rupiah. BI memprediksi intlasi tiga 

RSS? ,.. bulan ke depan terus naik, menyusul kenaikan harga 
.\,:~ minyak dunia. 

Iklan~\a'arl's Sebelumnya BI melaporkan rasio kredit macet bank-bank 
D nasional dan aSing naik secara signifikan. Hingga semester 

pertama tahun ini, rasio kredit macet semua bank umum 
6,8 persen atau naik 0,59 persen dibandingkan dengan 
periode sama tahun lalu. Secara nilai, kredit macet 
meningkat Rp 12,1 triliun darl Rp 30,2 trlllun menjadi Rp 
42,3 trlliun. 

Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia membukukan 
rasio kredlt macet yang melonjak. Bank Mandlri, per Maret 
lalu, raslo kredit macetnya mencapai 17,8 persen. 
Sementara BNI melonjak dari 4,6 persen menjadl 12,98 
persen. 

Rusli menjelaskan, pada semester pertama tahun Ini terlihat 
jelas bahwa kondlsi makro ekonoml dlpengaruhl variabel 
moneter. Dalam waktu dekat, BI akan konsentrasi 
menerapkan kebijakan moneter. Setelah itu, BI akan 
menerapkan kebijakan-kebijakan mikro terkalt upaya 
perbaikan kredit macet perbankan. "Jika tiga bulan ke 
depan tren NPL perbankan terus nalk, maka BI akan segera 
menerapkan kebijakan perbankan untuk menekannya, " 
ucapnya. 

Menurut Rusli, tren peningkatan rasio kredit macet dl 
perbankan harus dllihat secara proporslonal. Karena dalam 
catatan BI, sejak 2000-2004, rasio kredit macet cenderung 
menurun. Sedangkan hingga triwulan kedua tahun ini 
cenderung ada kenaikan. rr. ariyani 

Dari Arsip Majalah TEMPO 
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= 1148 

Artikel & Opini 

Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum 

oleh: Frans Hendra Wlnarta 
(Desember 2003) 

Pendahuluan 

Persoalan kredlt macet selalu saja menjadl berlta dalam berbagal harlan local 
maupun naslonal yang temit dl Indonesia. 

Keberadaan kredlt macet dalam dunia pemankan merupakan suatu penyaklt kronis 
yang sangat mengganggu dan mengancam slstem pemankan Indonesia yang harus 
diantlslpasl oleh semua plhak terleblh lagl keberadaan bank mempunyal peranan 
strategls dalam keglatan perekonomlan Indonesia. 

Dalam praktlk perbankan jalas terbuktl bahwa penyebab kredlt bukan saja darl 
debltur, tetapl dapat pula berasal darl plhak bank selaku kredltur atau bank yang 
tldak menjalankan prudential banking gabungan darl keduanya peran para pejabat 
pemerlntah lewat katabelece/referensl atau praktlk KKN dalam menghancurkan 
slstem pemankan Indonesia dengan demlkian terjadlnya kredlt macet dapat saja 
terjadl karena hal-hal dlbawah Inl: 

a. ulah debltur yang berusaha untuk mengelak pengembalian kredlt yang telah 
dlterlma atau dengan segala akal busuknya berusaha menghambat pengemballan 
kredlt yang telah dlterimanya melalul upaya hukum blasa atau upaya hukum luar 
blasa, 

b. Kepala baglan Kredlt bank yang bersangkutan kurang cermat menllal harga objek 
jaminan sehlngga kredlt pada waktunya tidak dapat dltagih, 

c. Kredlt sengaja dlblarkan membangkak oleh pihak bank oleh karena harga tanah 
yang dijaminkan dipredlksi akan nalk dan pada waktunya nantl diperkirakan akan 
tertutup dan bunga akan masuk, 

d. Surat perjanjian kredit tldak memenuhl syarat-syarat sahnya perjanjlan juga 
dalam suami/istri debltur tldak ikut menandatangani akad kredit atau akte 
pemberian jaminan kredit/surat kuasa untuk memasang hipotlk, 

e. Lembaga putusan serta merta (ultvomaar bij voorraad) yang sejak tahun 1964 
tidak diterapkan lagi, juga untuk gugatan kredlt bank, 
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f. Penyebab kredlt macet Intern dan ekstem lalnnya, kenakalan darl plmplnan bank 
sendiri sepertl menandal perusahaan grup sendlrl yang dliarang oleh UU Perbankan, 
perubahan kebljakan moneter dan pengaruh ekonoml luar negerl juga menambah 
kredlt macet seperti devaluasl dan lain-lain. 

Leblh jauh sebenamya bentuk-bentuk Ingkar janjl (Wanprestasl) darl plhak debitur 
adalah: 

a. t1dak melakukan apa yang dlsanggupl akan dliakukan, 

b. melaksanakan apa yang dljanjlkannya, tetapl tldak sebagalmana dljanjikan, 

c. melakukan apa yang dljanjlkannya tetapl teriambat, 

d. melakukan sesuatu yang menu rut perjanjlan tldak boleh dliakukannya. 

Periu dlketahui bahwa secara luas Undang-Undang Perbankan tldak cukup akomodatlf 
untuk mengatur masalah kredlt macet. Hal Inl terbuktl darl: 

a. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tldak cukup banyak pasal yang mengatur tentang 
kredlt mecet, 

b. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tldak mengatur jalan keluar dan langkah-Iangkah 
yang harus dltempuh perbankan jlka menghadapi kredlt macet, 

c. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tldak menunjuk lembaga mana saja yang 
menanganl kredlt macet, dan keterllbatan lembaga tersebut sejauh mana, 

d. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 t1dak memberlkan tempat yang cukup balk 
kepada komlsaris bank sebagal badan pengawas. 

Teknls Penyelesalan Kredlt 8ermaulah. 

Adapun cara penyelesalan kredlt bermasalah dengan menggunakan pendekatan 
hukum yang dlkenal dalam praktlk perbankan yaltu: 

a. Penyelesalan Melalul Jalur Pengadllan. 

Upaya yang dltempuh dalam hal Ini adalah dengan mengajukan gugatan ke 
Pengadlian Negerl atas dasar wanprestasi. Hanya saja proses penyelesalan perakara 
perdata dl Pengadlian Negeri sampal adanya putusan pengadlian yang tetap dan 
pasti (In kracht van gewlsjde) blasanya malalul 3 (tlga) tlngkatan peradiJan yaltu: a) 
Pengadilan Negerl selaku peradllan t1ngkat pertama, b) Pengadllan Tlnggl selaku 
peradiJan tlngkat banding dan c) Mahkamah Agung. 

Pertama-tama perlu klta ketahui, kapan eksekusl 
dliaksanakan/diperlukan. Bahwa perjanjlan jamlnan merupakan 
buntut (accessoir) darl perjanjlan pokoknya, yaitu perjanjlan kredlt. 

jamlnan kredit 
suatu perjanjlan 

Apabila perjanjian kredit tersebut telah dlpenuhl seluruhnya dengan sebalk-balknya 
atau dengan kata lain debitur telah melunasi plnjaman pokok beserta bunga, provisl 
dan ongkos-ongkos lalnnya maka perjanjlan jamlnan tersebut dengan sendlrlnya 
menjadl tldak berlaku lagl. 
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Tetapi bila debitur lalai menunasl pinjamannya pada saat jatuh tempo dan 
kreditur/bank telah menegur debitur agar supaya selekasnya menunasi pinjamannya 
dan apablla peneguran tersebut dengan memlnta bantuan Pengadilan Negerl maka 
teguran demlkian dlsebut sommatle atau somasl. 

Kalau debltur telah menerlma teguran kemudian membayar lunas plnjamannya, 
maka eksekusl jamlnannya tldak dlperlukan lagl, seballknya jlka walaupun sudah 
dltegur, debltur tetap tldak mau membayar plnjamannya, maka mulallah 
kredltur/bank mula I berusaha untuk mengeksekusl jamlnan kredlt tersebut. 

Perihal somasl Inl, Bank Indonesia dengan. SEBI No.3/189/UPPB/PbB tanggal 11 juni 
1970 telah menglngatkan kepada semua bank dl Indonesia agar mengunakan 
lembaga Inl dalam menanganl masalah debltumya yang menunjukkan tanda-tanda 
kemacetan, dengan jalan pada tahap awal menggunakan somasl tersebut sesual 
dengan pasal 1238 KUH perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
pelaksanaan suatu perjanjlan hanya dapat dlmlnta dlmuka hakim, apablla gugatan 
tersebut dldahulul dengan suatu penaglhan tertulis. Penaglhan tertulis Inl akan 
dlsampalkan oleh juru slta pengadllan Negerl kepada debltur yang bersangkutan. 

Sesual dengan adanya beberapa macam cara penglkatan jamlnan maka 
cara/pelaksanaan eksekusl jamlnanpun terdapat berbagal cara, sesual dengan 
bentuk/cara penglkatan kredltnya, yaltu sebagal berlkut: 

a. Setelah ada keputusan pengadllan yang berkekuatan paStl, untuk perjanjian di 
bawah tangan, 

b. Setelah permohonan rill eksekusl dlberikan oleh Pengadllan Negerl dalam hal 
adanya akta hak tanggungan (dahulu dlkenal dengan grosse akta dan akta hlpotek). 

Ad.a. Eksekusl laminan 8erdasarlutn putusan Pengaclilan Negeri yang sudah 
berkekuatan pastl. 

Apablla debltur lalal melunasl hutangnya dan berkeberatan pula untuk dlesekusl 
jamlnannya, maka bagl bank/kredltur tldak ada jalan lain kecuali mengusahkan 
aksekusl jamlnan melalul suatu gugatan terhadap debltur untuk memperoleh putusan 
pengadllan negerl sebagal dasar untuk eksekusl jamlnan tersebut. 

Proses perkara dl Pengadllan Negeri sebagalmana sudah dluralkan sebelumnya 
adalah memerlukan waktu yang cukup panjang dan blaya yang tldak sedlklt sebelum 
diperoleh putusan yang blsa dleksekusl. 

Adapun urutan jalannya berperkara dl Pengadllan Negeri adalah sebagal berlkut: 

1. Pertama, kredltur/bank menylapkan surat gugatan terhadap debltur yang dlsertal 
buktl-buktl berupa surat-surat perjanjlan kredlt, surat-surat jamlnan, surat teguran 
dan lain sebagalnya. Dan gugatan tersebut dldaftarkan pada Pengadllan Negeri yang 
berwenang disamplng mengajukan gugatan biasa juga dlsertal permohonan slta 
jamlnan (conservatolr beslag) atas barang-barang jamlnan. 

2. Debltur, yang kemudlan menjadl tergugat blasanya tldak tlnggal dlam dan 
mengajukan perlawanan terhadap gugatan tersebut dengan mengajukan jawaban 
bahkan kadang-kadang mengajukan gugatan ballk (gugat rekovensl) dan banding 
serta kasasl, yang tujuannya biasanya hanyalah untuk mengulur-ulur waktu saja. 

Gugatan harus memuat unsur-unsur sebagai berlkut: 
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a. ldentitas para plhak, yaltu penggugat, terguagat, maupun penjamln (blla ada) 

b. Poslta atau dasar gugatan yang bertsl antara lain: 

- Uralan tentang kejadlan atau pertstlwanya (feltelljk gronden) 

- Uralan tentang dasar hukumnya (recht gronden) 

c. Petitum (tuntutan). 

3. Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka penggugat harus mengajukan repllk 
dan dijawab oleh tergugat dengan dupllk dan setelah itu dlsusul dengan pengajuan 
saksl-saksl. Terakhlr maslng-maslng plhak mengajukan keslmpulan. Setelah Itu haklm 
menjatuhkan putusan. 

Proses perkara seperti dl atas blasanya bertangsung berbulan-bulan (kurang leblh 6-
8 bulan). Bahkan kadang-kadang dapat bertangsung leblh dart Itu. Leblh-leblh blla 
debltur yang nakal tersebut berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Setelah adanya 
putusan maka tergugat biasanya mengajukan banding dan proses perkara dalam 
tlngkat banding Inl dlpertksa oleh Pengadllan Tlnggl dlmana pembandlng (semula 
tergugat) mengajukan memort banding dan harus dltanggapl oleh penggugat 
(sekarang dlsebut terbandlng) dengan kontra memort banding. Proses Inl dapat 
berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru dlputus perkaranya. Setelah ada putusan 
Pengadllan Tlnggl dalam perkara banding tersebut, maka maslh ada satu upaya 
hukum lagl bagl debltur yang nakal yaitu mengajukan kasasl pada Mahkamah 
Agung. Perkara kasasl In' juga blasanya memertukan waktu yang cukup lama. 

Ad.b. Eksekusl laminan Atas Aleta Hak Tanggungan 

Menurut pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berkaltan Dengan Tanah (untuk selanjutnya dlslngkat 
UUHT), eksekusl hak tanggungan dllakukan berdasarkan: 1) hak pemegang hak 
tanggungan pertama untuk menjula obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendlrt 
berdasarkan ketentuan pasal 6 UUHT, 2) Tletel eksekutorlal yang terdapat dalam 
sertiflkat hak tanggungan sebagalmana dlmaksud dalam pasal 14 ayat 2 UUHT. 

Dengan demlldan UUHT menyedlakan 2 (dua) cara eksekusl hak tanggungan, yaltu: 

Pertama, adalah yang dlatur dalam pasal 6 UUHT yang dlkenal dengan sebutan 
eksekusl yang dlsederhanakan. Apablla debltur wanprestasl, kredltur pemegang hak 
tanggungan mempunyal hak untuk menjual obyek hka tanggungan atas kekuasaan 
sendirt serta mengambll pelunasan plutangnya dart hasll penjualan tersebut. Kalau 
ada leblh darl seorang kredltur pemegang hak tanggungan, maka kewenangan 
tersebut berada pada pemegang hak tanggungan pertama. Penjualan obyek hak 
tanggungan Wajib dllakukan melakukan pelelangan umum yang dllaksanakan oleh 
kantor lelang. Dalam melaksanakan penjualan obyek hak tanggungan Inl dan 
mengambil pelunsana plutangnya bertaku kedudukan Istemewa yang dlmllild oleh 
pemegang hak tanggungan, yaltu droit de preference dan droit de slute. Untuk 
dapat menggunakan wewenang menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan 
sendlrt, tanpa persetujuan darl debltur, dlpertukan janjl debltur sebagalmana dlatur 
dalam pasal 11 ayat 2 UUHT. Janjl Itu wajlb dlcantumkan dalam akta pembertan hak 
tanggungan. 

Kedua, dengan menggunakan aeara parate eksekusl sebagalmana dlatur dalam pasal 
224 HIR atau pasal 258 Reg. Dalam pasal 26 UUHT dltentukan bahwa selama belum 
ada peraturan perundang-undangan yang mengatumya, dengan memperhatlkan 
ketentuan pasal 14 UUHT peraturan mengenal hlpotik yang ada mulal berlakunya 
UUHT, bertaku terhadap eksekusl hak tanggungan. Atas permohonan kredltur 
pemegang hlpotik, ketua Pegadllan Negeri membert pertntah agar debltur memenuhl 
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kewajlbannya dan apablla perlntah ltu dlabalkan, maka dlperintahkan eksekuslnya 
tanpa dlperlukan pengajuan gugatan terleblh dahulu. Dalam masa perallhan Inl, 
UUHT juga menegaskan bahwa sebelum ada peraturan yang khusus mengatur 
eksekusl hak tanggungan, maka ketentuan hukum acara eksekusl hlpotlk berlaku 
terhadap eksekusl hak tanggungan, dengan penyerahan sertlflkat hak tanggungan 
sebagal dasar pelaksanaannya. 

Penjualan obyek hak tanggungan melalul pelelangan umum dapat dlslmpangl 
berdasarkan pasal 20 ayat 2 UUHT, yang menyatakan apanlla ada kesepakatan 
antara pemberi dan pemegang hak tanggungan maka penjualan dapat dllaksanakan 
di bawah tangan. Jlka dengan cara demlklan Itu, akan dapat dlperoleh harga tinggl 
yang mengguntungkan semua plhak. Ketentuan hlpotlk tidak secara tegas menetukan 
boleh atau tldak boleh dllakukan penjualan dl bawah tangan atas obyek hak hlpotlk. 
sehlngga tlmbul keragu-raguan dalam masyarakat. Tlmbul kekhawatlran jual bell dl 
bawah tangan atas obyek hlPOtik Itu merupakan perjanjlan yang melanggar hukum 
sehlngga terancam batal deml hukum atau dapat dlbatalkan. Oleh karena Itu, 
dengan dlcantumkannya ketentuan yang ada dalam pasal 20 ayat 2 UUHT Inl tldak 
ada keragu-raguan lagl. 

Proses permohonan eksekusl Sert\flkat Hak Tanggungan (dahulu dlkenal dengan 
grosse akte dan akte hlpotlk) pada prlnslpnya adalah sama. Urutan dari tlndakan 
yang dllakukan oleh bank/kredltur adalah sebagal berikut: 

1. Kredlt/bank mengajukan permohonan eksekusl kepada pengadllan negerl yang 
berwenang. 

2. Dalam waktu beberapa hart/mlnggu setelah dlajukan permohonan tersebut maka 
diadakan sldang pengadllan yang dlhadlri oIeh pemohon (kredltur) dan termohon 
(debltur). 

Dalam sldang tersebut oleh haklm dlsampalkan teguran (aanmanlng) kepada 
termohon, bahwa dalam waktu 8 (delapan) harl yang bersangkutan harus 
melaksanakan pembayaran lunas plnjaman beserta bungan ongkos-ongkos dan 
sebagalnya, dan apablla tldak maka dladakan eksekusl atas jamlnan kredltnya. 

3. Apablla dalam 8 (delapan) hari tersebut termohonldebltur tetap membandel, 
maka pemohon/kredltur melanjutlcan usahanya dengan melanjutkan permohonan sIta 
eksekusi. 

4. Setelah menerlma ketetapan slta eksekusl, maka juru slta pengadllan Negerl 
mengadakan sIta eksekusl atau barang-barang tldak bergerak yang menjadl jamlnan 
tersebut. 

5. Pemohon/kredltur menerlma berIta acara eksekUsi darl juru slta Pengadllan 
Negerl. 

6. Kemudlan pemohon/kredltur mengajukan permohonan untuk melelang barang­
barang jamlnan tersebut dan menertma penetapan lelang. 

7. Berdasarkan ketetapan lelang tersebut Pengadllan Negerl menghubungl kantor 
lelang negara untuk meiaksanakan Ielang. 

Setelah d\tetapkan hartnya kemudlan dladakan 'pengumuman lelang" dalam surat 
kabar paling sedlklt 2 (dua) kall dengan antara waktu 2 (dua) minggu yang 
biasanya dlurus panltera pengadllan Negerl yang bersangkutan. 

8. Dalam pelaksanaan Ielang tersebut blasanya dltetapkan oleh pengadllan 
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berdasarkan informasl darl plhak keluruhan (mlsalnya menyangkut harga tanah) dan 
kantor pajak. Pengadllan dapat menentukan harga lelang minimal dalam pelaksanaan 
harga lelang tersebut. 

Apablla harga lelang minimal tersebut tidak tercapal, maka lelang dlbatalkan untuk 
dilaksanakan pada kesempatan berlkutnya. Untuk lelang berlkutnya tersebut, 
dlkenakan blaya Iklan, ongkos lelang dan lain sebagalnya. 

Dengan gambaran pelaksanaan eksekusi atas jamlnan kredlt secara rlngkas, yang 
dalam praktlk banyak hal-hal yang merupakan penghalang kelancaran pelaksanaan 
eksekusl mlsalnya adanya bantahan plhak ketiga, adanya Intervensl dalam perkara 
lain dan lain sebagalnya. Dengan adanya gambaran tersebut dlharapkan menjadl 
pedoman bagl para pejabat yang berkedmpung dl bldang kredlt agar leblh berhati­
hatl dalam menyeleksl debltumya. Karena, debltur yang bermental jelek cenderung 
untuk mengulur-ulur waktu dan bersedla melakukan apapun juga dengan tuJuan 
menghlndarl tanggung jawab atas plnjamannya. 

Sehubungan dengan penyelesalan melalul Pengadllan Negerl dl atas, pemerlntah 
harus mempunyal political will untuk memperbalki sistem peradllan yang ada. oleh 
karena Itu suda waktunya pemerlntah melakukan proses deregulasl dan 
dehumanlsasi proses peradllan dengan cara-cara antara lain, membuat ketentuan 
yang dapat menjamln murah dan cepatnya proses peradllan, menatar bahkan blla 
periu memecat haklm-hakim yang orthodoks yang tidak pro reformasl, 
menghllangkan slstem mafia peradllan, menghapuskan slstem suap menyuap dan 
sistem katabelece yang dewasa Inl memang sangat merajalela dl dalam praktlk 
peradllan. 

Penanganan kredlt macet lewat pengadllan blasa dengan prosedur blasa, yang 
berbellt-bellt dan time consuming, dengan haklm-haklm yang pas-pasan 
pengetahuannya tentang bldang perkredltan atau blsnls pada umumnya, temyata 
tldak akomodatlf untuk penanganan kredlt macet. 

Oleh karena Itu Pengadllan Negerl dan Pengadilan tinggl harus berusaha untuk 
memenuhl penggarlsan yang dlberlkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesalkan 
perkara dalam 6 (enam) bulan dan apabila ada hambatan-hambatan, melaporkan hal 
tersebut kepada Mahkarnah Agung dengan segera. 

b. Penyelesalan Melalul Pengadilan Niaga 

Penyelesalan melalul Pengadllan Nlaga merupakan salah satu aitematif yang dapat 
dlgunakan oleh plhak kredltur terhadap debitur sepanjang memenuhl persyaratan 
tertentu yang dltentukan oleh Undang-Undang Kepailitan. 

Pada dasamya proses permohonan pemyataan paillt berdasarkan Undang-Undang 
Kepallitan terdlrl atas tahap-tahap sebagal berlkut: 

Tahap Pertama 

Permohonan pengajuan pallit dlajukan kepada Pengadllan Nlaga yang berada dl 
IIngkungan Peradllan Umum. 

Permohonan pemyataan paliit tersebut dl atas dlajukan kepada Pengadllan Nlaga 
melalul Panitera. Panltera mendattarkan pennohonan pemyataan pailit pada tanggal 
permohonan yang bersangkutan dlajukan, dan kepada plhak pemohon dlberlkan 
tanda terima tertulls yang dltandatanganl Panltera dengan tanggal yang sarna 
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dengan tanggal pendaftaran. Selanjutnya Panltera menyampaikan permohonan 
pemyataan palklt kepada Ketua pengadllan Hegeri dalam jangka waktu paling lambat 
1 X 24 jam terhltung sejak tanggal permohonan tersebut dldaftarkan. 

Tahap Kedua 

Dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam terhltung sejak tanggal permohonan 
pemyataan paillt dlaftarkan, Ketua Pengadllan Negerl mempelajarl permohonan dan 
menetapkan hart sldang. 

Tentunya dalam mempelajarl permohonan permyataan palllt tersebut, Pengadllan 
Negerl berpedoman pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailltan yang 
menegaskan bahwa debltur yang bersangkutan dapat dlnyatakan pailit dengan 
putusan pengadllan yang berwenang balk atas permohonannya sendlrl, maupun atas 
permlntaan seorang atau leblh kredltUmya. 

Sidang pemerlksaan atas permohonan pemyataan palllt dlselenggarakan dalam 
jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) harl terhltung sejak tanggal permohonan 
dldaftarkan. Namun demlldan atas permohonan debltur dan berdasarkan alasan Van 
cukup, Pengadllan dapat menuna penyelenggaraan sldang sampal dengan paling 
lama 25 (dua puluh lima) hart terhltUng sejak tanggal permohonan dldaftarkan. 

Tahap Ketiga 

Pengadllan wajlb memanggll debltur, dalam hal permohonan pemyataan pailit 
dlajukan oleh debltur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan 
pallit sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah 
terpenuhl. 

Pemanggllan sebagalmana dimaksud dlatas, dllakukan oleh Panltera paling lambat 7 
(tujuh) han sebelum Sldang pemenksaan pertama dlselenggarakan. 

Tahap Keempat 

5elama putusan atas permohonan pemyataan paliit belum dltetapkan, setiap kredltUr 
atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadllan untuk: 

a. meletakkan slta jamlnan terhadap sebaglan atau seluruh kekayaan debltUr, atau, 

b. menunjuk kurator sementara untuk: 

1. mengawasl pengelolaan usaha debltur, dan 

2. mengawasl pembayaran kepada kredltUr, pengallhan atau pengagunan kekayaan 
debltur yang dalam rangka kepailitan memertukan persetujuan kurator. 

Tahap Kelima 

Putusan atas permohonan pemyataan pailit harus dlucapkan dalam sldang yang 
terouka untuk umum dan dapat dlajukan suatu upaya hukum. 

Terhltung sejak tanggal putusan pemyataan pailit dltetapkan, kurator berwenang 
melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesen atas harta palllt, meslclpun 
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terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal 
putusan pemyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau penlnjauan 
kembali, segala perbuatan yang telah dllakukan oleh kurator sebelum atau pada 
tanggal kurator menerlma pemberltahuan tentang putuasn pembatalan tetap sah dan 
menglkat bagl debltur. 

Tahap Keenam 

Dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam terhltung sejak tanggal putusan atas 
permohonan pemyataan pallit dltetapkan, pengadllan wajlb menyampalkan sallnan 
putusan Pengadllan yang memuat secara lengkap pertlmbangan hukum yang 
mendasarl putusan tersebut dengan surat dlnas tercatat atau melalul kurlr kepada: 

a. debltur, 

b. plhak yang mengajukan permohonan pemyataan palllt, 

c. kurator, dan 

d. haklm pengawas. 

Tahap Ketujuh 

Apablla salah satu plhak yang bersengketa merasa tldak puas terhadap purusan atas 
pemyataan pallit yang dlkeluarkan oleh Pengadllan Nlaga tersebut maka plhak yang 
bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan kasasl dalam jangka waktu 8 
hart sejak tanggal putusan yang dlmohonkan kasasl dltetapkan. Putusan kasasl 
dlbertkan paling lambat 30 hart sejak putusan pengadllan tlngkat pertama 
dltetapkan. Hal Inl dllakukan karena tldak tersedla fasilitas banding bagl plhak-plhak 
yang bersangkutan. Upaya hukum tersebut dllakukan dengan mendaftarkannya pada 
panltera dlmana Pengadllan yang telah menetapkan putusan etas permohonan 
pemyataan paliit berada. 

Terhadap putusan etas permohonan pemyataan paliit yang telah rnempunyal 
kekuatan hukum tetap, dapat dlajukan penlnjauan Kemball kepada Mahkamah 
Agung. 

Berdasarkan langkah-Iangkah yang dltetapkan dalam Undang-Undang Kepaliitan dl 
atas, jelas bahwa proses beracara dl Pengadllan Nlaga dlllhat dart sudut waktu 
proses persldangan atau penyelesalan proses perkaranya memakan waktu yang 
cukup cepat. Hal Inl dapat dillhat dral pengambllan keputusan dl tlngkat pertama, 
dlmana haklm hanya dalam jangka waktu 30 hart saja sudah dapat memutuskan 
perkara kepaliitan tersebut. Meskipun selanjutnya maslh ada upaya hukum kasasl 
dan penlnjauan kembali yang sepenuhnya dlserahkan pada para plhak yang 
bersengketa. 

Co Penyelesaian Melalui Panltla Urusan Piutang Negara (PUPN) 

Penyelesalan kredlt macet pada bank-bank swasta dlselesalkan melalul jalur 
pengadllan. Sedangkan khusus terhadap kredlt macet pada bank-bank pemertntah, 
selama inl proses penagihannya dllakukan lewat panltla Urusan Piutang Negara 
(PUPN), yang dlbentuk dengan UU No.49/Prp/1960, dan Badan Usaha Plutang dan 
Lelang Negara (BUPLN), yang dlbentuk dengan Keputusan Preslden No.21Tahun 
1991. Pasal 2 dart Keppres No. 21 tahun 1991 menentukan bahwa BUPN 
mempunyal tugas menyelenggarakan pengurusan plutang negara dan lelang balk 
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yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas PUPN maupun lalnnya 
ditetapkan oleh Menterl Keuangan. Dalam hal tertentu, kredit macet pada bank 
pemerfntah, atau bank swasta yang ada dana pemerfntah dapat dlkategorfkan 
sebagal tlndak pldana korupsl. Contohnya tentang tuduhan korupsl Inl adalah heboh 
kredlt macet dl BAPINDO dlawal tahun 1994. 

PUPN bertugas menyelesaikan plutang negara yang telah diserahkan padanya oleh 
Instansl pemerfntah atau badan-badan negara. Dengan demlklan bagl bank millk 
negara menyelesalkan kredlt macetnya harus dllakukan meialul Panltla Urusan 
Plutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada 
badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dlallhkan 
kepadanya. 

d. Penyelesalan Melalul Lembaga Paksa Baclan 

Khusus terhadap debltur yang berltlkad tldak balk dan mempunyal hutang sekurang­
kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Mllyar Rupiah) dapat dlkenakan paksa badan. 
Hal Inl sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang 
Lembaga Paksa Badan. Paksa Badan adalah upaya paksa tldak langsung dengan 
memasukan seseorang debltur yang beritlkad t1dak balk kedalam rumah tahanan 
negara yang dltetapkan oleh pengadllan, untuk memaksa yang bersangkutan 
memenuhl kewajlbannya. Leblh lanjut dalam baglan menlmbang peraturan tersebut 
dltegaskan: a) bahwa pembukuan penerapan lembaga gljzellng sebagalmana dlatur 
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No.4 Tahun 1975 
yang tldak menglnstrukslkan kepada para Ketua Pengadllan dan haklm untuk tldak 
mempergunakan lagl peraturan-peraturan mengenal gljzellng yang dlatur dalam pasal 
109 sampal dengan pasal 224 Reglemen Indonesia yang dlperbaharul (HIR) serta 
pasal 242 sampal dengan pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar lawa 
dan Madura (Rbg), dlpandang tldak sesual lagl dengan keadaan dan kebutuhan 
hukum dalam rangka menegakan hukum dan keadllan serta pembangunan ekonoml 
bangsa Indonesia sehingga perfu dlcabut dan mengatur kemball ketentuan tersebut, 
b) bahwa penterjemahan Istllah "Gljzellng" dengan kata "Sandera" atau 
"Penyanderaan" sebagalrnana terdapat dalam Surat edaran Mahkarnah Agung No.2 
Tahun 1964 Tanggal 22 lanuarl 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 
Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dlpandang tldak tepat karena t1dak 
mencakup pengertlan terhadap debltur yang mampu tetapl tldak mau memenuhl 
kewajlbannya dalam mambayar hutang, sehlngga penterjemahaooya perlu 
dlsempurnakan menjadl paksa badan, sebagalmana terkandung dalam pengertlan 
"Imrlsonment for Ovll Debts" yang berlaku secara universal, c) bahwa perbuatan 
debltur, menanggung atau penjamln hutang tldak memenuhl kewajlbannya untuk 
membayar kembali hutang-hutangnya, padahal la mampu untuk melaksanakannya, 
merupakan penyelenggaraan hak asasl manusla yang nllalnya leblh besar daripada 
pelanggaran hak asasl atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan, 
d) bahwa guna menglsl kekosongan hukum yang dapat menampung dan 
menyelesalkan permasalahan lembaga paksa badan tersebut per1u mengeluarkan 
peraturan pemerlntah tentang lembaga paksa badan. 

Hal Ini yang periu dlperhatlkan sehubungan dengan lembaga paksa badan adalah 
sebagal berlkut: 

a. pelaksanaan paksa badan terhadap debltur yang berltikad tldak balk (dalam art! 
debltur, penanggung atau menjamln hutang yang mampu tetapl t1dak mau 
memenuhl kewajlbannya untuk membayar hutang-hutangnya) menjalankan 
berdasarkan ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam pasal 109 sampal dengan 124 
HIR dan Pasal 242 sampal dengan 258 Rbg, kecuall dalam hal yang dlatur secara 
khusus, 



182 
b. paksa badan tldak dapat dikenakan terhadap debltur yang berltlkad tldak balk 
yang telah berusla 75 tahun. Paksa badan dapat dlkenakan terhadap ahli warls yang 
telah menerlma warlsan darl debltur yang berltlkad tldak balk, 

c. paksa badan dltetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya dan dapat dlperpanjang 
setlap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan makslmum selama 3 (tlga) tahun, 

d. Keputuasn tentang paksa badan dltetapkan bersama-sama dengan putuasn pokok 
perkara, 

e. Khusus terhadap debltur yang berltlkad tidak balk yang mempunyal hutang 
terhadap negara atau yang dljamln oleh negara, ketentuan point dlatas dllaksanakan 
secara serta merta (ultvoerbaar blj vooraad), 

f. Pelaksanaan keputusan yang menyangkut pelaksanaan paksa badan dllakukan 
dengan penetapan ketua Pengadllan Negeri, 

g. Kewajlban debltur yang dldasarkan atas pengakuan hutang sebagalmana dlatur 
dalam pasal 224 HIR/258 Rbg., paksa badan dapat dlajukan tersendirl dan 
dllaksanakan berdasarkan penetapan ketua Pengadllan Hegerl, 

h. Blaya selama debltur yang berltikad tldak balk menjalanl paksa badan, 
dibebankan kepada pemohon paksa badan. Selama menjalanl paksa badan debltur 
yang berltlkad tldak balk dapat memperbalkl kehldupannya atas blaya sendlrl, 

I. Pelaksanaan paksa badan dllakukan oleh Panltera/juru slta atas perlntah Ketua 
Pengadllan Negerl, bllamana perlu dengan bantuan alat negara. 

Kehadlran PERMA No. 1 Tahun 2000 tentang lembaga Paksa 
menglngat upaya hukum yang ada sekarang dalam rangka 
bermasalah kurang ampuh sehlngga keberadaan lembaga 
IInmgkungan perbankan akan sangat besar dlrasakan manfaatnya. 

Badan sudah tepat 
penyelesalan kredlt 

paksa badan dl 

Terleblh lagl semakln banyaknya debltur yang tldak mau mengemballkan hutang 
padahal yang bersangkutan cukup mampu secara fionanslal alias Ingln larl darl 
kewajlbannya dan meruglkan plhak lain secra lebih tidak manuslawl. Mentalltas 
debltur yang demlklan kurang dan tldak menghargal kepercayaan yang dlberlkan 
oleh plhak bank dlrasakan sangat meruglkan, karena setaln menanggung kelancaran 
usaha pihak bank juga dapat beraldbat tlngkat kesehatan bank menjadl menurun 
dan Inl sangat mempengaruhi usaha bank dalam semaldn menlngkatkan t1ngkat 
pembangunan O8slo08I. 

Oengan demlldan keberadaan lembaga paksa badan sesual dengan peraturan 
tersebut di atas dlharapkan dapat memenuhl asplrasl banyak pihak terutama 
lembaga perbankan. Hanya saja perlu dllngat bahwa lembaga paksa badan tersebut 
harus dliaksa08kan secara hatl-hatl. Sehlngga dltuJukan kepada debltur yang 
tergolong nakal yang berpura-pura mlskin. Pelaksa08an lembaga paksa badan 
(lIftsdwang) terhadap orang-orang yang pura-pura mlskln, Idranya tldak periU 
dlpandang betentangan dengan perlkernanuslaan, melalnkan merupakan kebutuhan 
hukum dan rasa adll yang berkembang dlantara kurang leblh 200 juta penduduk 
Indonesia sekarang In! dlera reformasl. 

c. Penutup 

Kesimpulan 

1. Penyelesalan kredlt bermasalah melalul jalur pengadllan tetaP memerlulcan adanya 
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dukungan darl pemerlntah dalam bentuk adanya political will untuk memperbalkl 
slstem peradilan, 

2. Lembaga paksa badan sebagalmana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2000 dapat 
dlgunakan sebagai altematlf solusl dalam penyelesalan kredlt bermasalah ditengah 
sltuasl perekonomlan yang sulit sepertl sekarang Inl. 

Saran 

1. Perlu dlbentuk Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penanggulangan 
kredlt macet balk menglltur dari segl hukum substantifnya, pengawasan preventlf 
ataupun segl-segi prosedural atau segi-segi represlf lalnnya. 

2. Lembaga putuan serta merta (ultvoerbaar blj vooraad) harus ditetapkan lagl 
secara muml dan konsekuen sepertI pada tahun 1960 dan sebelumnya. 

3. Periu dlbentuk adanya lembaga arbltrase khusus untuk menanganl adanya kredlt 
macet. 
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HARlAN or·1OM SORE 

SINAR HARAPAN 
KEUANGAN 

Penanganan Kredit Macet 
Jangan Merusak Citra Perbankan 

JAKARTA· Kasus kredit macet di perbankan nasional bukanlah hal baru. 
Kredit macet sudah menjadi "hantu" bagi perbankan sejak lama. Krisis 
ekonomi 1998 tak lepas dari andil kredit macet di perbankan, yang harus 
dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi 
nasional hingga saat ini. 

Tentu kondisi perbankan nasional saat ini berbeda dengan masa lalu . 
Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawasan perbankan terus 
berbenah. Re-gulasi perbankan dibuatjauh lebih ketat mengadopsi 
praktik-praktik intemasional, untuk menghindari pengalaman buruk 
sebelumnya agar tidak terulang. 
BI juga memperketat ketentuan permodalan, termasuk mewajibkan 
perbankan menekan kredit macet (non performing loanlNPL) hingga di 
bawah 5 persen. Namun, meski regulasi sudah demikian ketat, mengapa 
kasus·kasus kredit macet dalam skala besar masih tetap ada di 
perbankan? Apakah perbankan tak menghiraukan lagi prinsip kehati· 
hatian? 
Deputi Gubemur Bank Indonesia (BI) terpilih, Siti Fadjrijah, mengakui 
risiko terbesar yang hingga kini masih dihadapi oleh dunia perbankan 
Indonesia adalah dalam hal penyaluran kredit. Hal itu disebabkan 
sebagian besar penempatan dana dan pemasukan dana bank berasal 
dari sektor kredit. 
Menurut Fadjrijah, pengawasan kredit merupakan kunci untuk mengatasi 
masalah yang diperkuat dengan faktor analisis atau faktor lain dalam 
siklus kredit. Secara umum, pengawasan terhadap penyaluran kredit 
tanggung jawab dari pihak pemberi kredit, namun BI juga memiliki 
kepentingan untuk mengawasi aktivitas perkreditan perbankan. 
Kepentingan BI dalam pengawasan ditekankan dalam hal pelaksanaan 
prinsip kehati·hatian dan pengelolaan pemberian kredit sehingga mampu 
mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan yang mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
Pengawasan kredit yang dilakukan BI di antaranya melalui ketentuan 
penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan pelaksanaan 
tata kelola yang baik (good corporate governance). Selain itu, BI juga 
melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung yang didasarkan 
pada laporan bank. 
Biro informasi kredit dan lembaga pemeringkat, juga merupakan salah 
satu cara yang ditempuh BI untuk mengawasi penyaluran kredit 
perbankan. BI menyediakan biro informasi kredit untuk membantu 
perbankan dalam memahami kondisi debitor, sedangkan lembaga 
pemeringkat berfungsi untuk menilai kelayakan suatu instrumen 
keuangan yang mengandung risiko kredit. 
Fadjrijah menambahkan pengenaan sanksi sebagai salah satu unsur 
pengawasan juga pantas untuk diperhitungkan, namun hanya bersifat 
sebagai upaya terakhir BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan 
secara keseJuruhan. 
Lantas mengapa kredit macet di perbankan masih banyak? Fadjrijah 
menunjuk pelaksanaan ketentuan BI dan manajemen fisiko di perbankan 
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yang masih kurang sebagai biang keladinya. "Dari sisi aturan, BI sudah 
cukup ketat, namun penegakkan hukumnya yang perlu ditingkatkan," 
ujamya. 

Tidak Perlu Khawatir 
Banyaknya kasus kredit bennasalah terutama di bank plat merah (BUMN) 
secara psikologis memang dapat menimbulkan kekhawatiran baik dari 
bankir maupun dari debitor. Bankir akan esktra hati-hati dalam 
memberikan kredit, sementara bagi para debitor bisa saja enggan 
mengajukan kredit ke bank lantaran khawatir dianggap macet. 
Menurut Direktur Utama BNI Sigit Pramono, kekhawatiran semacam jtu 
ada, tetapi para pengelola bank BUMN tidak perlu khawatir penyaluran 
kreditnya akan macet selama tetap bersikap hati-hati dan patuh terhadap 
sistem tata kelola perusahaan yang baik. 
Kredit macet adalah hal yang sering dialami oIeh bank karena lemahnya 
sistem good corporate govemance (GCG). Yang harus dilakukan tetap 
bersikap hati-hati dan patuh terhadap prinsip tersebut sehingga dapat 
mengoptimalkan fungsi interrnediasi bank. 
'Penerapan prinsip GCG tersebut akan meningkatkan kedinamisan sektor 
riil serta kondisi perbankan akan lebih berkembang namun tetap hati-hati. 
Selain itu juga diperlukan adanya sistem manajemen resiko sebagai 
salah satu langkah strategis untuk memperbaiki tingkat intermediasi 
perbankan,' Sigit menjelaskan. 
Selain penerapan prinsip GCG, bank juga harus menempuh langkah 
peIengkap yang lain diantanmya, peningkatan kualitas SDM dan 
pengembangan tehnologi informasi perbankan untuk mendukung 
intermediasi. 'Penanganan kredit macet juga dapat dilakukan antara lain 
dengan restrukturisasi dan penjadwalan ulang kredit,· ujamya. 
Sernentara wakil Ketua Umum Reformasf Keuangan dan Perbankan 
Kadin, James T Riady mengatakan kasus kredit macet di bank BUMN 
seperti yang terjadi di Bank Mandiri dapat rnenghambat penyaluran kredit 
perbankan. 
'Penyaluran kredit dad bank akan lebih lambat, apalagi saat ini Indonesia 
tengah berusaha membangun keperoayaan dan stabilitas dunia 
perbankan,' kata James. 
Namun demikian, pengusaha tidak akan tertatu terpengaruh oteh koncfisi 
itu dan akan tetap memandang bank milik pemerintah sebagai bank yang 
besar. Para pengusaha berharap pihak bank dapat membangun sistem 
perbankan yang Iebih kuat, disipIin dan sekaligus meningkatkan 
kemampuannya untuk membiayai usaha dan meningkatkan citra 
perbankan Indonesia di dunia intemasional. 

Koordinasi 
Mungkin yang menjadi persoalan sekarang terkait dengan kasus kredit 
macet ini adalah penanganan yang tidak terkoordinasi antar instansi, 
sehingga menimbuIkan persepsi bahwa ada persoaIan besar dengan 
perbankan nasional. BI sebagai otoritas pengawasan perbankan sering 
tidak dilibatkan dalam kasus perbankan yang sudah masuk ke meja 
aparat penegak hukum. 
Karena itu Siti Fadjrijah mengharapkan, semua pihak yang mengurusi 
pennasalahan perbankan untuk dikoordinasikan ter1ebih dahulu dengan 
BI. Koordinasi ini penting untuk menghindari gangguan stabilitas 
perbankan nasional. 
Menurut Siti, tidak adanya koordinasi yang baik dalam rnenangani kasus 
perbankan bisa mengganggu stabilitas perbankan, karena kepercayaan 
masyarakat menurun dan bisa berdampak lebih luas terhadap 
perekonomian. 
Sebenamya sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI, 
Kepolisian, dan Kejaksaan Agung untuk menangani berbagai masalah 
perbankan. Narnun SKB ini dapat lebih diefektifkan dengan melibatkan 
berbagai lembaga lain seperti BPK 
Sernentara Sigit Pramono rnenambahkan, persoalan perbankan 
seharusnya hanya keluar dari jalur BI sehingga permasalahan perbankan 
akan bisa diselesaikan tanpa harus menimbutkan po/emik di masyarakat. 
'Sernua persoalan perbankan harus keluar dulu dari BI, sebab di BI 



sudah ada tim gabungan yang bisa memutuskan suatu masalah 
perbankan ada pidananya atau tidak,· ujamya. 

186 

Penanganan kasus-kasus perbankan seperti kasus kredit macet, kata 
Sigit, memang ada efek positifnya karena para bankir akan lebih hati-hati 
memproses kredit dan akan lebih memperhatikan ketentuan 81. Demikian 
juga bagi para debitor, tidak akan gegabah lagi menggelembungkan 
platon kreditnya. Kekhawatiran setiap saat bisa digelandang ke institusi 
penegak hukum kalau melakukan penyimpangan sebagai alasannya. 
ltu efek positifnya. Tetapi disisi lain, kasus tersebutjuga bisa membuat 
citra perbankan nasional menjadi buruk, terutama bagi bank-bank 
pemerintah. "Ini biayanya sangat mahaf, karena citra kita di luar negeri 
menjadi turun. Sehingga dapat menyulitkan kits dalam menerbitkan 
obligasi atau meminjam dana dari luar negeri,· kata Sigit. 
Lantas bagaimana seharusnya penanganan kasus kredit macet irn? Setul 
bahwa penanganan ini harus ekstra hati-hati karena berhubungan 
dengan kepercayaan masyarakat pada perbankan. Tidak semua kredit 
macet memang bermasalah. Dalam praktik bisnis perbankan lazim 
dilakukan restrukturisasi terhadap utang yang tersendat agar lancar 
kembali. 
Tetapi kita juga jangan menutup mata, jika memang ditemukan 
penyimpangan berindikasi pidana dalam kasus-kasus kredit macel Kalau 
masuk kategori pidana wajib hukumnya jika kasus tersebut diteruskan ke 
aparat penegak hukum. Jangan mengulang pengalaman 1998 silam, 
banyak bank hancur dan merugikan perekonomian nasional, tetapi tak 
satupun bankir atau debitor yang memperofeh hukuman setimpal. 
(SHlkhomarul hidayat) 
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Sebagai lembaga keuangan, bank memlliki usaha pokok berupa menghimpun 
dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali 
dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsl untuk 
mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) 
sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat 
dlkembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk pemberian kredit, pembelian etek­
etek atau surat berharga dalam pasar uang. 

Abdurrachman dalam Enslklopedia Ekonomi Keuangan dan perdagangan 
menjelaskan bahwa, "bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang 
melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberlkan pinjaman, mengedarkan 
mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagal tempat 
penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan 
lain-lain". 

Definisi bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan 
adalah "Ienbaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa 
dalam lalu !intas pembayaran dan peredaran uang", dan pengertian bank menurut 
UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu : bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan 
kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarat hidup rakyat banyak. 

Untuk memellhara kesinambungan Pembangunan Nasional guna mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD '45, pelaksanaan pembangunan 
ekonoml harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan 
unsur-unsur Trllogi Pembangunan 

Disamping itu perbankan berazaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi 
utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana dart masyarakat, memiliki 
peranan yang strategls untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan Naslonal, 
dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, kearah 
peningkatan tarat hidup rakyat banyak. 

Disamping fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, 
dan menunjang Pembangunan naslonal, bank juga mempunyal fungsi-fungsi sebagai 
berikut: 
a. Menertbitkan surat pengakuan hutang. 
b. Membell, menjual atau menjamin atas resiko sendirl ataupun untuk kepentlngan 

dan atas perintah nasabahnya. 
c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendirl maupun kepentingan 

nasabah. 
d. Menempatkan, meminjam, atau memlnjamkan dana kepada bank lain. 
e. Menerima pembayaran darl tagihan atas dasar surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketlga. 
t. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan UU dan Peraturan yang berlaku. 

©2002 digitized by USU digftallibrary 



188 

Reed, Cotter, Gill, Smith dalam buku Commercial Banking, mengatakan bahwa 
perbankan khususnya bank-bank komersil (bank umum) mempunyai beberapa 
fungsi,diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakln luas, meliputl 
pelayanan dalam mekanisme pembayaran (transper of funds), menerima tabungan, 
memberikan kredlt, pelayanan dalam fasilltas pemblayaan perdagangan luar negeri, 
penylmpanan barang-barang berharga, dan trust services (jasa-jasa yang diberikan 
dalam bentuk pengamanan pengawasan harta mllik). Fungsi yang terakhlr ini 
dilaksanakan dengan membentuk suatu trust departemen yang secara umum 
berrungsisebagai berikut: 
~ Bertindak sebagal pelaksana (executor) dalam pengaturan dan pengawasan harta 

benda/mllik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut 
membuat surat waslat dan menyerahkan/ mempercayakan pelaksanaanya 
kepada bank. 

~ Trust departement memberikan berbagal macam jasa kepada perusahaan­
perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana penslun dan pembaglan 
keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhlr-akhir inl. 

~ Bertindak sebagal wall dalam hubungan dengan penerbltan obJigasi, dan sebagai 
transper agents serta pendaftaran untuk perusahaan-perusahaan. 

~ Mengurus/mengelola dana-dana yang dlkumpulkan oleh pemerintah, perusahaan 
dari sumber (sinking funds) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan 
penerbitan dan penebusan saham-saham dan obJigasi. 

B. Artl Dan Pentingnya Aktiva Produktif 
Sebagal lembaga pemben jasa-jasa keuangan dalam lalu Jintas pembayaran, 

maka bank memberikan berbagai fasllitas kepada nasabah, Loanable funds dari bank 
terbesar diberikan dalam bentuk fasilltas kredlt. Akan tetapi, sebaglan dana Itu 
disislhkan dalam bentuk penanaman lain, yaitu surat-surat berharga, penempatan 
dana pada bank lain dan penyertaan modal bank pada lembaga keuangan yang 
bukan bentuk bank atau perusahaan lain. 

Aktiva yang produktif atau productive assets senng juga dlsebut dengan 
earning assets atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank 
tersebut diatas adalah untuk mencapai t1ngkat penghasllan yang dlharapkan. 

Aktiva produktip adalah penaman bank dalam bentuk kredlt, surat berharga, 
penyertaan dan penanaman laiinya yang dimaksudkan untuk memperoleh 
penghasilan. 

Pengelolaan aktiva produktip adalah baglan dan assets management yang 
juga mengatur tentang cash reserve (liquidity assets) dan fixed assets (aktiva tetap 
dan inventans). Ada empat macam aktlva produktif atau aktiva vang menghasilkan 
(earning assets), vaitu : 

a. Kredit yang diberikan 
b. Surat-surat berharga 
c. Penempatan dana pada bank lain 
d. Penyertaan 
Keempat jenis aktiva diatas kesemuanya menggunakan loanable funds atau 

excess reserve sehingga dengan memperhatikan bahwa sumber dana terbesar untuk 
penempatan aktlva itu adalah berasal dan dana pihak ketiga dan pinjaman, maka 
resiko yang mungkin tlmbul atas penempatan/alokasi dan tersebut harus dlikutl dan 
dlamati terus melalul anaJisis-analisls resiko. 

Semua dalam usaha menanamkan dana tersebut mengundang resiko dlmana 
tidak terbayar kembali atas kredlt yang telah dibenkan. Sementara itu penanaman 
dalam bentuk kredit merupakan bagian terbesar dan aktiva operaslonal dan aktiva 
secara keseluruhan. Karena itu pengamatan dan analisis tentang bagaimana kualitas 
dari aktiva produktif harus dilakukan terus menerus. 
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Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. 
Disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering 
menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Maka tldak berleblhan 
apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dlpengaruhi oleh keberhasilan mereka 
mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, 
sedangkan usaha bank yang selalu dirong-rong kredit bermasalah akan mundur. 

C. Penggolongan Kolektibiitas Kredit 
Tlngkat kesehatan bank merupakan hal terpenting yang harus diusahakan 

oleh manjemen bank, selanjutnya pengelola bank diharuskan memantau keadaan 
kualltas aktiva produtif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
kesehatannya. 

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dldasarkan pada tingkat 
kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibllltas aktiva produktlf sampal sejauh Inl 
hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan 
pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debltur balk ditinjau dari 
usaha maupun nllai agunan kredlt yang bersangkutan. 

8erdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 
30/267/KEP/DIR, tanggal 27 Pebruari 1998 tentang kualltas aktlva produktif dan 
pembentukan cadangan, ditetapkan 5 (lima) golongan kolektlbllltas kredlt, yaltu : 
Lancar (pass), Perhatian Khusus (Special Mention), Kurang Lancar (Sub Standard), 
Diragukan (doubtful), dan Macet (loss), dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Lancar (pass) 
a. Kredit dengan angsuran pokok, dlmana tldak terdapat tunggakan angsuran 

pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan kredit. 
b. Kredit dengan angsuran untuk KPR 

1. Tidak tedapat tunggakan angsuran pokok, atau 
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaul 1 bulan 

c. Kredit tanpa angsuran atau kredlt rekenlng koran, dimana kredit belum 
jatuh tempo, dan tidak terdapat tunggakan bunga. 

2. Perhatian Khusus (special mention) 
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan belum melampaul 3 bulan, baik kredlt 

yang ditetapkan masa angsurannya bulanan 
b. Terdapat tunggakan bunga belum melampaul 3 bulan, bagl kredit yang masa 

angsurannya bulanan. 
c. Terdapat cerukan karena penarikan, tetapl jangka waktunya belum melampaui 

15 hari kelja. 
d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debltur : atau 
e. Dokumen pinjaman lemah. 

3. Kurang Lancar ( sub standard) 
a. Kredit dengan angsuran di luar KPR, terdapat tunggakan pokok yang : 

). Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredlt masa 
angsurannya kurang 1 bulan, atau 

). Melampaui 3 bulan dan belum melampaul 6 bulan bagi kredlt yang masa 
angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, dan tiga bulanan, atau 

). Terdapat cerukan akibat penarlkan yang jangka waktunya telah melampaui 
15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 harl kelja. 

b. Kredit dengan angsuran utuk KPR terdapat tunggakan angsuran pokok yang 
telah melampaui 4 bulan tetapl belum melampaul 4 bulan tetapi belum 
melampaui 6 bulan 
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c. Kredit tanpa angsuran, terdapat tunggakan bunga yang melampaui 4 bulan 
tetapi belum melalmui 6 bulan 

D. Tatacara Penilaian Kualitas Aldiva Produktif (KAP) 
Berdasarlkan SK Direksi Bank Indonesia NO. 23/S1/KEP/DIR tanggal 28 
Pebruari 1991, jo SE Direksi Bank Indonesia NO. 26/ 22/KEP/DIR tanggal 29 
Mei 1993, jo SK Direksi Sank Indonesia No. 30/ 267/KEP/DIR tanggal 27 
Pebruari 1998, tentang Kua/ltas Alctiva Produlctlf dan Pembentukan Cadangan, 
dijelaskan bahwa formula untuk memberikan penilaian atas Kualltas Aktiva Produktif 
yang hal kredit dan memillki tingkat produktifrtas dalam menghasilkan suatu 
pendapatan bagi bank yaitu bunga. 

Terdapat 5 (lima) komponen dalam perhitungan meliputi : 

Kolektibilitas Kredit ; 

1. Lancar X 0% = Rp. 
2. Perhatian Khusus X 25% = Rp. 
3. Kurang Lancar X 50% = Rp. 
4. Diragukan X 75% = Rp. 
5. Kredit Macet X 100% = 
Jumlah Aktiva Dikllasifikasikan Rp. 

Kemudian dicari rasionya dengan membandingkan hasil aktiva yang 
diklasifikasikan dengan seluruh outstanding dikali 100%. 

Jumlah AktiD Dlklasifikasilcan x 100 % 
Total Outstanding 

Untuk memasukan nilai KAP, masukan rasio di atas ke dalam formula sebagai 
berikut : 

KAP = 15,5 - rasio x 1 
0,15 

Adapun kriteria kesehatan dikelompokan dalam 4 (empat) macam, 

yaitu: 

No. NiialKAP Predikat 
Ol. 82 < Nilai < 103. 33 Sehat 
02. 66 < Nilai < 81 Cukup Sehat 
03. 51 < Nilai < 65 Kurang Sehat 
04. < 50 Tidak Sehat 

Sumber : SK Direksi Bank Indonesia No. 30 / 267 / KEP / DIR tanggal 27 Pebruari 
1998 

E. Kriteria Dalam Menilai nngkat Kesehatan Bank 
Pada Paket kebijaksanaan tanggal 29 Mel 1996 (Pakmei' 96) dan 

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/Z3/KEP/DIR 
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dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/S/BPPP, dijelaSkan tentang tatacara 
penilaian kesehatan bank, dimana tolak ukur penilaian keehatan bank bertumpu 
pada dua hal, yaltu : 
1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah 

dilakukan sejalan dengan azas-azas perbankan yang sehat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, 

2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik 
secara individual maupun perbankan secara keseluruhan. 

Sementara menurut penilaian Bank Indonesia, krlteria bank yang sehat Itu harus 
memenuhi tiga faktor, yaitu : 

1. Dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan balk 
2. Berkembang secara wajar 
3. Bermanfaat bagl perekonomian Indonesia 

Berdasarkan Surat Keputusan Dlreksl Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR 
tanggal 30 April 1997 tentang cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, pasal 2 
dijelaskan bahwa : 

» Tingkat kesehatan bank pada dasamya dlnilai dengan pendekatan kualitatif 
atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondlsi dan perkembangan 
suatu bank. 

» Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan 
penHaian terhadap faktor-faktor seperti; permodalan, kualitas aktlva 
produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. 

Faktor-faktor yang dinilal seperti yang dljelaskan di atas dikenal dengan istilah 
CAMEL ( capital, a.sse(, manajemen, rentabllltas, dan IIkuldltas ) 
adalah sebagai berikut : 
1. Capital (permodalan) 

Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap 
Aktlva Terimbang Menurut Reslko (ATMR). Sedangkan penilaian terhadap 
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank ditetapkan sebagal 
berikut: 
a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% dlberi predikat "sehar dengan nilal kredit 

81, dan untuk setlap kenaikan 0, 1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% 
nHai kredit ditambah 1 hingga makslmal 100. 

b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% dlbert predikat 
"kurang sehat- dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0, 1% 
dari pemenuhan KPMM sebesar 7, 90/0 nllai kredit dikurangl 1 dengan 
minimalO. 

2. Kualitas Aktlva ProcIuktif (OP) 
Penilaian terhadap KAP didasarkan atas 2 (dua) rasio, yaitu : 
a. Rasio aktlva produktlf yang diklasifikaslkan terhadap aktiva produktif 

sebesar 15,5% atau lebih dlbert nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan 
0,15% mulai dari 15,5% nilai kredlt ditambah 1 dengan maksimal 100. 

b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh Bank 
terhadap penyisihan aktiva produktif yang dibentuk oleh Bank sebesar 0% 
dlberi nilai kredlt 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0, nilai 
kredit ditambah 1 dengan makslmal 100. 
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3. Manajemen 
Penilaian terhadap manajemen mencakup 2 (dua) komponen, yaltu 
manajemen umum dan manajemen reslko, dengan menggunakan daftar­
daftar pertanyaan. 

4. Rentabilitas 
Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu : 
a. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhlr terhadap rata-rata 

volume usaha dalam periode yang sama. 
b. Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan 

operasional dalam periode yang sama. 
5. Ukuiditas 

Rasio untuk penilaian likuiditas dibagi atas 2 (dua ), yaitu : 
a. Rasio kewajiban berslh call money terhadap aktiva lancar dalam rupiah. 
b. Rasio krecllt terhadap dana yang dlterima oleh Bank dalam rupiah dan 

valas. 
Atas dasar faktor-faktor yang dinllai, diperoleh nllai gabungan. Nilal gabungan 

setelah dikurangi dengan nilal kredit dlperoleh hasil penllaian tlngkat kesehatan. 
Sedangkan tingkat kesehatan ditetapkan dalam 4 (empat) golongan predikat sebagai 
berikut: 

Nomor Nilai Kreclit Preclikat 
01 81 < Kr < 100 Sehat 
02 66 < Kr < 81 CUkUD Sehat 
03 51 < Kr < 66 Kurana sehat 
04 Kr < 51 Tldak Sehat 

Untuk lebih jelasnya faktor dan komponen pada penjelasan dl atas dlberikan 
bobot sesual dengan besamya pengaruh terhadap kesehatan bank sepertl pada tabel 
berikut: 

Tabell 
Faktor-faktor Yang Dinilai dan Pembobotannya 

Homor FaktorFaktor Komponen Bobot 
urut Vanll Dinilai 

01 Permodalan Rasio modal terhadap aktiva 25% 
terimbana menurut raslo 

02 Kualitas Aktiva ~ Rasio aktiva produktip yang 25% 
Produktlf diklaslfikaslkan terhadap 

aktiva produktlf. 
~ Raslo penyislhan 

penghapusan aktiva 
produktip yang dibentuk 
terhadap penylsihan 
penghapusan aktiva 
produktif yang wajin 
dibentuk. 

03 Manajemen ~ Manajemen umum 10% 
~ Manaiemen reslko 

04 Rentabilitas ~ Rasio laba terhadap rata- 5% 
rata volume usaha 

~ Rasio biaya operasional 
terhadao oendaoatan 

©2002 digitized by USU digital library 6 



193 

operasional. 
05 Likuiditas ~ Rasio kewajiban bersih call 5% 

money terhadap lancar 
dalam rupiah. 

~ Rasio kredit terhadap dana 
yang diterima oleh bank 
dalam rupiah & valas. 

Jumlah 100% 
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ANAUSIS POSISI UKUIDITAS 

DRS. H. CHAIRUDDIN NST. 
Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen 
Universitas Sumatera Utara 

A. Pengertian Ukulditas 

Dalam terminologl keuangan dan perbankan terdapat banyak pengertlan 
mengenai IIkuldltas, beberapa dlantaranya dapat disebutkan sebagal berlkut : 

"Ukuldltas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungklnan ditarlknya 
deposito/ simpanan oleh deposan/ penltip". Dengan kata lain, menurut definlsl Inl, 
suatu bank dlkatakan likuld apablla dapat memenuhl kewajlban penarikan uang dari 
pada penitlp dana maupun darl para pemlnjam/ denltur. 

"Ukuidltas adalah kemampuan bank untuk memenuhl kewajlban hutang­
hutanya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi 
permlntaan kredlt yang dlajukan para debltur tanpa terjadl penangguhan." 

Menurut pengertlan Inl bank dlkatakan IIkuld apablla : 
1. Bank tersebut memilikl cash assets sebesar kebutuhan yang akan dlgunakan 

untuk memenuhl likuldltasnyai 
2. Bank tersebut memlliki cash assets yang lebih keell darl yang tersebut diatas, 

tetapl yang bersangkutan juga memillkl asset lainnya (khususnya surat-surat 
berharga) yang dapat dlcalrkan sewaktu-waktu tanpa mengalaml penurunan nllal 
pasamyai 

3. Bank tersebut mempunyal kemampuan untuk menclptakan cash assets baru 
melalul berbagal bentuk hutang. 

Dalam termlnologl yang hampir sarna, dapat disebutkan bahwa "lIkuidltas adalah 
kemampuan bank untuk menyediakan saldo kas dan saldo harta likud yang lain 
untuk memenuhi kewajlban-kewajibannya, khususnya ulntuk : 
1. Menutup jumlah reserves required; 
2. Membayar chek, giro berbunga, tabungan dan deposito berjangka milik nasabah 

yang dluangkan kembalii 
3. Menyedlakan dana kredit yang dlmlnta calon debltur sehat, sebagai buktl 

bahwa mereka tidak menylmpang darl kegiatan uta rna bank yaitu pemberlan 
kredlti 

4. Menutup berbagal macam kewajiban segera lalnnyai 
5. Menutup kebutuhan biaya operasional perusahaan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dlatas dapat dislmpulkan secara 
sing kat bahwa likulditas adalah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan 
untuk memenuhl kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. 

Secara praktis, likulditas suatu bank serlng dikaitkan dengan jumlah dana 
pihak ketlga yang terdapat dl bank tersebut pada waktu tertentu. Dalam hal Ini, 
untuk kondisi Indonesia, Pemerintah melalui Bank Sentral menetapkan kewajlban 
setiap bank untuk memelihara Ilkuiditas wajib minimum sebesar 5% darl besamya 
kewajlban terhadap pihak ketlga. Dalam hal ini, kewajiban kepada plhak ketiga. 
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B. Jenis dan Sumber Alat Likuid 

Menurut tenninologi yang berlaku umum dalam dunia perbankan, dapat 
disebutkan bahwa jenis-jenls alat likuld yang dimlilki oleh bank adalah : 
1. Kas atau uang tunal (kertas dan logam) yang terslmpan dalam brankas 

(khasanah) bank tersebut; 
2. Saldo dana millk bank tersebut yang terdapat pada Bank Sentral (Saldo Giro BI); 
3. Tagihan atau deposito pada bank lain, tennasuk bank koresponden; 
4. Chek yang diterima, tetapi maslh dalam proses penguangan pada Bank Sentral 

dan bank korespoden. 
Dalam dunla perbankan, keempat jenls alat/ harta IIkuld tersebut sering dlsebut 

"poslsi uang" (money position) bank yang bersangkutan pada saat tertentu. 

Adapun menurut sumbemya, suatu bank dapat memperoleh alat-alat likuid 
yang dlperlukan tersebut dlatas dari berbagal sumber, yaitu : 

1. Asset bank yang akan segera jatuh tempo : 
Kredlt pinjaman kepada debitur atau dcllan plnjaman yang akan jatuh tempo dapat 
dianggap sebagal sumber lukidltas. Oleh kaRma Itu, dalam kondisl kebljakan uang 
ketat, poslsl IIkuldltas suatu bank akan rawan apablla keseluruhan portofollo 
kredltnya masuk kategoli evergreen. Surat-surat berharga, instrumen pasar uang 
seperti Bank Acceptance, Sertlflkat Bank Indonesia, dan sertlflkat deposito pada 
Bank lain yang akan segera jatuh tempo, dapat pula dlanggap sebagai sumber 
likuidltas dalam golongan Inl. 
2. Pasar Uang 
Pasar uang adalah sumber IIkuldltas bank. Namun harus dlakul bahwa tidak setiap 
bank mempunyal kemampuan untuk masuk ke pasar uang. Hal inl sangat 
dlpengaruhl oleh besamya suatu bank dan persepsi pasar uang atas Credit 
Worthiness bank tersebut. Dalam hal Inl, para Investor yang memlnjamkan uangnya 
ke bank akan melakukan analisa yang mendalam dan selektlf terhadap tingkat dan 
konslstensl perkembangan pendapatan bank, kualltas asset, reputasl kesehatan 
manajemen, dan kekuatan modal bank. 
3. Slndlkasi kredit 
Pembentukan slndlkasl kredit, selaln bertujuan menylasati legal lending limit (3l) 
dan menyebarkan rislko, juga bertujuan untuk menjalln hubungan dengan bank­
bank lain. Dengan demlkian, ketlka mengalaml kesulltan lukldltas makan bank 
tersebut dapat menyldikasi sebaglan portofollo kreditnya kepada bank lain untuk 
mengatasl masalah tersebut. 
4. cadangan lukulditas 
Khusunya bank yang tidak dapat segera memperoleh dana pada saat diperiukan, 
bank tersebut blasanya membentuk cadangan likuldltas. cadangan IIkulditas 
blasanya dlbentuk dengan cara memelihara saldo Kas dan Giro Bl pada batas 
makslmal yang diperbolehkan. 
5. Sumber dana yang sifatnya Last Resort 
Salah satu sumber likuiditas yang slfatnya last resort, yang umum dlgunakan oleh 
kebanyakan bank adalah fasilltas line of credit dari bank lain. Bank yang menjalln 
hubungan koresponden dengan bank lain kemungklnan dapat memlnta fasilltas stand 
by line of credit dari bank korespondennya tersebut. Selaln Itu, Bank Sentral 
bertindak sebagal leader of last resort untuk dunla perbankan atau lembaga 
keuangan bukan bank. Namun bantuan dana dari bank sentral blasanya baru akan 
dlmanfaatkan oleh bank yang kesulltan IIkuidltas apablla sumber-sumber IIkuldltas 
lainnya tidak cukup untuk mengatasi kesulitan likuldltas yang dialaminya. 
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Secara akuntansi perbankan, jenis-jenis alat likuid dan sasaran 
penggunaannya untuk memenuhi kewajlban plhak ketlga selalu termuat dalam 
laporan keuangan bank bersangkutan secara periodlk, baik harian, bulanan maupun 
tahunan. 

Jlka dilakukan klaslflkasi jenls alat IIkuld menurut post pembukuan dalam 
necara, alat likuld yang dlmasukkan kedalam pos-pos tertentu Inl adalah saldo 
maslng-masing jenis alat IIkuid pada tanggal terakhir pada masa laporan IIkuiditas. 
Dalam hal Inl, jenls alat IIkuid dimasukkan pada pos-pos aktiva, sedangkan 
kewajlban-kewajiban kepada plhak ketlga yang harus dltutup dengan alat IIkuid 
tersebut dimasukkan pada pos-pos pasiva. Klasiflkasl maslng-maslng pos tersebut 
dapat diuraikan sebagai berlkut : 

I. Aktiva 
1. Kas, yang dimasukkan kedalam pos Inl adalah uang kartal yang ada dalam kas 

berupa uang kertas, uang logam dan commemorative coin yang dlkeluarkan oleh 
Bank Sentral (Bank Indonesia) menurut nllai nominal dan menjadl alat 
pembayaran yang sah dl Indonesia. 

2. Bank Indonesia, yaitu semua simpanan/tagihan bank bersangkutan dalam 
Rupiah kepada Bank Indonesia, seperti saldo giro BI dan lainnya. 

3. 5urat-surat bemarga dan taglhan lalnnya. Yang termasuk golongan Ini adalah 
surat-surat berharga dalam rupiah yang dlbell atau dlmlllki oleh bank 
bersangkutan, seperti Sertifikat Bank Indonesia (5BI), Surat Bemarga Pasar Uang 
(SBPU), 5aham, Obllgasi dan buktl tagihan lalnnya yang berlum dluangkan, 
termasuk taglhan yang timbul karena akseptasl wesel dan penjualan 5BPU. 

4. Antar Bank Aktiva, yaltu semua jenls slmpanan dan taglhan bank bersangkutan 
kepada Bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lalnnya dl Indonesia, 
seperti Giro, Call Money, surat bemarga, deposit on call, deposito berjangka, 
sertiflkat deposito, pinjaman yang dlberikan, pembiayaan bersama, penyertaan, 
dana pelunasan obligasl dan lain-lain. 

5. Kredit yang diberikan, yaltu semua realisasl pemberlan plnjaman/ kredit dalam 
rupiah yang diberlkan oJeh bank yang bersangkutan kepada pihak ketlga bukan 
bank, termasuk plnjaman kepada pegawal bank Itu sendlri. Termasuk dalam pos 
Inl adalah kartu kredit dan fasllltas cerukan (overdraft). 

II. Pasiva 
1. Giro, yaltu slmpanan-slmpanan dalam rupiah oleh plhak ketlga bukan bank, yang 

penarikannya dapat dilakukan setlap saat dengan menggunakan cek, surat 
perintah pembayaran Jainnya atau dengan cara pemlndah bukuan. 

2. Simpanan berjangka, yaitu simpanan daJam bentuk deposito berjangka, deposito 
asuransl dan deposit on call dalam rupiah plhak ketlga bukan bank, yang 
penarlkannya dapat dllakukan menurut suatu jangka waktu tertentu yang 
disepakatl. 

3. Tabungan, yaltu simpanan dalam rupiah ketlga bukan bank, yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan menurut syarat dan cara tertentu, mlsalnya dengan 
menggunakan buku tabungan, slip penarlkan (bukan cek) dan kartu ATM. 

4. Antar Bank Paslva, yaitu semua jenis kewajiban bank bersangkutan dalam mata 
uang rupiah kepada bank atau LKBB lalnnya, sepertl giro, call money, surat 
bemarga, deposit on call, deposito berjangka, pinjaman yang dlterima, 
pemblayaan bersama dan lainnya. 

5. Kewajlban lalnnya yang segera jatuh tempo, yaitu semua kewajlban dalam rupiah 
yang setiap dapat ditagih oleh pemlllknya dan harus segera dibayar, mlsalnya 
kiriman uang. 
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C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Ukuldltas 

Metode dan cara pengelolaan likuldltas yang diterapkan oleh masing-maslng 
bank secara praktls akan saling berbeda, tergantung kepada metode manajemen 
dana yang dlterapkan dan garls kebljakan dalam pengelolaan IIkuldltas. Namun 
demikian, terdapat kesamaan dalam prlnsip-prinsip mendasar yang menjadl bingkai 
(frame work) pengelolaan IIkulditas. 
Pengelolaan likuldltas harus dilakukan secara hati-hatl dengan memperhatlkan 
prlnsip-prinslp yang ada. Oleh karena Itu dalam pengelolaan IIkuidltas bank perlu 
dlperhatlkan beberapa prlnsip pengelolaan IIkuldltas yaltu : 
1. Bank harus memilikl sumber dana Inti (core source of fund) yang sesual dengan 

dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan sumber dana yang 
ada dimasyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanlsme pengumpulan dana 
yang berlaku dltempat bank tersebut berada. 

2. Bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatan dengan hati­
hat/. Oleh karena itu harus diperhatlkan komposisl sumber dana jatuh waktu 
berdasarkan jumlah maslng-maslng komposlsi, tlngkat suku bunga, faktor-faktor 
kesulltan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimilikl dan 
sebagainya. 

3. Bank harus dlperhatikan different price for different customer dldalam 
penempatan dananya. Dan price (tlngkat suku bunga) tersebut harus dlatas 
tlngkat suku bunga dana yang dipakainya, atau dengan kata lain, tingkat suku 
bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat floating. 

4. Bank harus menaruh perhatlan terhadap umur sumber dananya kapan akan jatuh 
waktu, jangan sampal terjadl maturity gap dengan penempatannya (placement). 
Oleh karena itu perlu diperhatikan prinslp pemenuhan kebutuhan dana yang 
sering menjadl acuan, yaitu : 

a. Kebutuhan dana jangka pendek harus dlpenuhi dengan sumber-sumber dana 
jangka pendek. 

b. Kebutuhan dana jangka panjang harus dlpenuhl dengan sumber-sumber dana 
jangka panjang. 

5. Bank harus waspada bahwa tlngkat suku bunga dana tersebut selalu berfluktuasl, 
nalk turun dengan gerak yang sukar dltebak sebelumnya (volatile). Oleh karena 
Itu, agar bank tldak kehllangan sumber dananya karena nasabah plndah ke bank 
lain maka bank harus memiliki pricing policy yang balk, dlsamplng harus 

mempunyai marketing strategy yang minimal mencakup strategi dlbldang : 
a. Product Quality; 
b. Product Placement; 
c. Promotion; 
d. Product PriCing; 
e. Power; 
f. Public Relation. 

6. Bank harus secara terkoordinasikan apabila akan menanamkan sumber-sumber 
dananya keaktiva. Sesuai ketentuan perbankan yang ada saat inl, ekspansi aktlva 
suatu bank akan dibatasi oleh faktor-faktor : 

a. Aktiva tertimbang menurut rislko (Risk Weighted Asset). 
b. capital Adequanty RatiO (CAR) 
c. Net Open Position (NOP) 
d. Loan to Deposit RatiO (LOR) 
e. Batas Makslmum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal lending Umit. 
f. Persentase Kredit Usaha Keeil (KUK) harus leblh besar dari 20%. 
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D. TuJuan dan Manfaat Pengelolaan Likuiditas. 

Pengelolaan IIkuidltas merupakan faktor yang sangat pentlng dalam operasional 
perbankan, bahkan sangat menentukan bagi kemampuan suatu nak untuk bertahan 
dan berkembang dalam persaingan usaha yang makin kompetitif. Tujuan dan 
manfaat dan pengelolaan likuiditas suatu bank secara garis besar adalah : 
1. Untuk menurunkan serendah mungkin blaya dana, hal Inl dapat dllakukan dengan 
cara memilih komposlsi sumber dana yang akan memberikan biaya yang paling 
rendah. Beberapa alternatif yang tersedia adalah : 
a. Dan dan dalam negeri versus dana luar negen, atau dana rupiah versus dana 

valuta asing. 
b. Dana-dana jangka pendek versus dana-dana jangka panjang, atau dana dari 

pasar uang (money market) versus obligasi ataupun deposito jangka panjang. 
c. Dana sendiri (modal) versus dan dari pihak ketiga, atau dana dengan lbaya 

deviden versus dana dengan biaya bunga. 
2. Untuk memenuhi ketentuan sumber dana yang diperlukan bank di dalam 
pemberian kredlt, penanaman dana dalam valuta asing, penanaman dana dalam 
surat-surat berharga, dan penanaman dana dalam aktiva tetap maupun untuk 
memenuhl kebutuhan modal sehari-harl. 
3. Untuk memenuhi kebutuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan otorltas 
moneter (bank sentral) di dalam menjaga IIkuiditas minimum, mlsalnya untuk 
memenuhi legal reserve requirement, dan untuk memenuhi standar loan to deposit 
ratio yang sehat. 

E. Metode dan Pendekatan dalam Pengelolaan Likuidltas Bank. 

Secara umum, metode yang digunakan oleh management perbankan daiam 
menetapkan policy likuidltasnya berbeda antara suatu bank dengan bank lainnya, 
yang sangat dipengaruhl oleh pertimbangan kehati-hatian (prudential) maupun 
tujuan pencapalan pendapatan optimal. 

Pendekan yang dapat dltempujh oleh management bank dalam menetapkan 
policy IIkulditasnya secara umum dapat dibagl menjadl lima pendekatan, yaltu: 
1. Self liquiditing approach. Yaitu pendekatan penlngkatan likuiditas bank melalui 
penlngkatan pembayaran kembali kredlt dan penanaman dalam surat-sruat 
berharga, sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Dengan cara demlklan aktlva­
aktiva tersebut dapat digunakan sebagal alat IIkuld, khususnya untuk memblayal 
permlntaan kredit baru ataupun dilnvestaslkan kemball dalam surat-surat berharga. 
2. Asset Sale Ability atau Asset Shift Ability, yaltu menlngkatkan IIkuidltas dengan 
cara melakukan IIkuidasi (penjualan) terhadap asset-asset lainnya yang tidak 
prlduktlf. 
3. New Fund, yaltu menlngkatkan IIkuidltas dengan mendptakan sumber-sumber 
dana yang baru, balk darl masyarakat maupun dan dunia perbankan, misalnya 
menciptakan Traveller Check, Credit card, deposito-deposito berjangka dan lain-lain. 
4. Borrowers Earning Flow, yaitu meningkatkan IIkuiditas melalui usaha yang lebih 
giat dalam menjaga kelancaran penerimaan angsuran dan bunga dan kredit yang 
diberikannya. 
5. Reserve Discount Window to Central Bank As lender of Last Resort, yaltu 
meningkatkan likuiditas dengan jalan mengadakan pinjaman kepada Bank Sentral 
sebagai pemberi pinjaman yang terakhir. 

Sebelum menentukan pilihan tentang pendekatan mana yang akan ditempun 
dlama kebijakan IIkuiditas suatu bank, managemen bank sebaiknya melakukan 
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analisls yang dikenal dengan Istllah A Three - Step Uquldlty Planning and Analysis 
System, sebagai berlkut : 
1. Langkah pertama - klaslfikasl leabilitles dan Capital apakah tergolong sebagai 

sumber dana yang Reliable (dapat dlandalkan) ataukah Volatile (mudah 
menguap). 

2. Langkah kedua - Klaslflkaslkan assets apakah sebagai alat yang likuid atau tidak 
likuld. 

3. Langkah ketlga - bandlngkan volume asset likuid dengan volume dan yang 
volatile. Perbandingan makslmum adalah 1,0 karena pada poslsl Inl akan dlcapai 
apa yang dlsebut balance liquidity pOSition, yaltu keadaan dlmana permlntaan 
alat-alat IIkuid sama besamya dengan alat IIkuld yang tersedla pada bank. 

F. Alat-Alat Pengukuran Ukuldltas 

Secara akuntansi keuangan atau perbankan, perhltungan atau pengukuran 
likulditas dapat dilakukan melalul perhltungan ratio yang menggambarkan hubungan 
tlmbal bal/k antara asset dengan liabilities. Adapun rumus-rumus perhltungan ratio 
likulditas yang seling dlpergunakan adalah sebagal belikut : 

Cash Asset 
1. Quick Ratio = -------------------­

Total Deposit 

Ratio Inl menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kembal/ slmpanan 
para nasabahnya dengan alat-alat yang paling likuld yang dlmlllki bank tersebut. 
Ratio inl serlng disebut sebagal Quick Ratios. 

Dalam persamaan dl atas, Cash asset terdirl darl Kas, Giro Bank Indonesia, dan 
Rekenlng pada bank lain, sedangkan Total Deposit mellputl Demand deposit (Giro), 
Time deposit (Deposito/simpanan berjanka), dan Saving deposit (tabungan). 

Securities 
2. Investing Policy Ratio = ----------------­

Total Deposit 

RatiO Ini menunjukkan kemampuan bank dalam melunasl kewajlban kepada para 
nasabahnya dengan mel/kuidasl/menjual surat-surat berharga yang dlmillklnya. 

Total Loans 
3. Banking Ratio = -------------------­

Total Deposit 

Banking Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk membiayai 
pemberlan pinjaman dengan menggunakan dana yang dlhimpun dan para 
nasabah/pihak ketlga. 

Uquldity Assets 
4. Cash Ratio = ----------------------------­

Short term borrowing 

Cash ratiO adalah ratio yang menunjukkan kemampuan bank untul melunasl 
kewajiban-kewajiban yang harus segera dlbayar dengan alat-alat likuld yang 
dlmilikinya. 
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ARAH PENYALURAN KREDIT PASCA PAKJAN BI 2006 

Oleh: Ojoko RetnadP 

Oi akhir Januari 2006, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan beberapa ketentuan yang 

terhimpun dalam Paket Januari 2006. Dua ketentuan penting terkait dengan masalah 

perkreditan adalah pentahapan pemberlakuan kolektibilitas seragam untuk debitor yang 

memiliki pinjaman pada dua bank atau lebih, dan pemberian keringanan perhitungan A TMR 

(Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) untuk Kredit Usaha Keeil (KUK), Kredit Kepemilikan 

Rumah (KPR) dan Kredit untuk pegawai berpenghasilan tetap (Kretap) dan Kredit untuk 

Pensiunan (Kresun). 

Jika kita telusuri berbagai kebijakan kredit yang dikeluarkan BI dua tahun terakhir ini, 

jelas sekali bahwa arah ekspansi kredit yang diharapkan BI ke depan adalah pada kredit untuk 

pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan arah kebijakan BI seperti itu 

timbul dua pertanyaan besar. Pertama, apakah ini berarti BI sarna sekali tidak mendukung 

ekspansi kredit untuk pembiayaan kepada perusahaan besar (korporasi), dan kedua, apakah 

arah kebijakan BI tersebut pada akhirnya akan dapat diimplementasikan oleh seluruh 

perbankan di tanah air? 

Kinerja Kredit Perbankan 

Oari sisi ekspansi kredit, sejak tahun 2000 terus menunjukkan peningkatan. Oari sisi 

angka LOR (Loan to Deposit Ratio) juga mengindikasikan peningkatan di mana pada tahun 

2000 angka LOR masih sebesar 33,4196, pada akhir 2005 telah meningkat menjadi 55,0296. 

Terus meningkatnya angka LOR ini sejalan dengan terus meningkatnya porsi kredit terhadap 

aset di mana pada tahun 2000 masih sebesar 27,22696, pada akhir 2005 meningkat menjadi 

47,3396 (lihat gambar 1). Ini secara implisit menunjukkan pula bahwa ketergantungan 

perbankan terhadap penerirnaan bunga obligasi rekapitalisasi sernakin menurun. 

I Strategic Planning Group Head BRI Jakarta 
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Gambar 1. LOR, Loan/Asset, dan NPL Perbankan 2000-2005 (96) 
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Keberhasilan ekspansi kredit perbankan juga ditunjukkan oleh pesatnya laju 
pertumbuhan kredit, di mana pada 2001 hanya tumbuh sebesar 11,6496, pada 2005 

meningkat menjadi 24,3496. Pertumbuhan kredit ini jauh melebihi pertumbuhan aset yang 

meningkat dari 5,7696 pada 2001 menjadi 15,5596 pada 2005. Satu catatan penting untuk 

tahun 2005 adalah, pertumbuhan kredit sebesar 24,3496 tersebut masih di bawah angka 
pertumbuhan tahun 2004 yang sebesar 27,0196 (lihat tabeI1). 

Seretnya angka pertumbuhan kredit di tahun 2005 antara lain disebabkan terjadinya 

lonjakan harga B8M dunia yang mendorong kenaikan permintaan valas untuk impor minyak 

oleh Pertamina yang pada akhimya mernbawa kurs rupiah terus merosot. Untuk meredam 
merosotnya nilai tukar rupiah ini akhimya Bank Indonesia terus meningkatkan suku bunga S81 

hingga di atas 1096 sejak September 2005 yang akhimya mernberikan tekanan hebat pada 
likuiditas perbankan (lihat gambar 2). 
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Tabel1. Asset, Asset Growth, Loan, Loan Growth 2000-2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Asset (Rp Billion) 1039,855 1,099,699 1.112,204 1,213,518 1,272,081 1,469,827 

Asset Growth (%) - 5.76 1.14 9.11 4.83 15.55 

Loan lRD Billion) 283097 316059 371058 440,505 559470 695649 

Loan Growth (%) - 11.64 17.40 18.72 27.01 24.34 

Gambar 2. Suku 8unga S81, Inflasi, Suku bunga Penjaminan dan 81 Rate 
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Walaupun ekspansi kredit dapat berjalan dengan baik. namun di tahun 2005 terdapat 

kecenderungan semakin rnemburuknya kualitas kredit yang ditunjukkan oleh angka NPL (Non 

Performing Loan) yang sebesar 7,56%, jauh di atas NPL pada 2004 sebesar 4,50%. Salah satu 

penyebab membengkaknya NPL ini karena diberlakukamya ketentuan 81 sejak Juni 2005, di 
mana debitor yang memiliki pinjaman di atas Rp 500 juta dan juga memiliki pinjarnan di bank 

lain, sepanjang kedua kredit tersebut untuk membiayai proyek yang sarna, maka kolektibilitas 

kredit debitor di dua bank tersebut mengikuti kolektibilitas yang terburuk. 

satu hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa peningkatan angka NPL di 

tahun 2005 tersebut ternyata akibat semakin menumpuknya kredit pada kolektibilitas 
Diragukan dan Macet. Dari gambar 3 tampak bahwa pada 2005 kolektibilitas Diragukan 
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mencapai 21,03% dan Macet mencapai 49,80%. Perlu dijelaskan kembali di sini bahwa yang 

termasuk kredit kategori NPL adalah pinjaman dengan kolektibilitas Kurang Lancar, 

Oiragukan, dan Macet. Kolektibilitas macet yang mencapai 49,80% dari angka NPL tersebut 

merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2000 dan secara absolut nilanya mencapai Rp 26 

triliun. 

Gambar 3. Proporsi NPL Menurut Kolektibilitas Kredit 
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Sementara itu jika dilihat dari jenis penggunaan kredit, maka kontributor angka NPL 

terbesar berasal dari jenis kredit modal kerja yang mencapai 52,33% atau lebih dari separuh 

angka NPL perbankan (lihat gambar 4). Adapun untuk kredit konsumsi memberikan kontribusi 

terendah sebesar 8,75%. Oari kinerja tahun 2000-2005 tampak bahwa jumlah kredit 

konsumsi terus meningkat di mana di akhir tahun 2005 mencapai Rp 206 triliun dengan 

sumbangan NPL hanya sebesar 8,75% terhadap NPL perbankan. Sedangkan kredit investasi 

hanya sejumlah Rp 134 triliun namun memberikan sumbangan NPL ke perbankan sebesar 

38,92%. 

Oari kondisi semacam ini tidak dapat disangkal bahwa iklim pemberian kredit 

investasi hingga tahun 2005 belum kondusif. Oi samping perbankan masih sulit untuk 

memperoleh proyek yang bagus, ternyata risiko kemacetan kredit investasi sangat tinggi. 

Oengan demikian cukup beralasan apabila perbankan akhirnya lebih gencar mengucurkan 

kredit konsumsi daripada untuk mernbiayai pembukaan proyek baru yang prospeknya tidak 

jelas. 
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Gambar 4. Kontribusi NPL menurut jenis kredit 2000-2005 
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Oi sisi lain, khusus untuk kinerja kredit untuk usaha mikro, kedl, dan menengah (SME) 

di akhir tahun 2005 telah mencapai Rp 354 triliun, atau 51,0296 dari total seluruh kredit 

perbankan dengan NPL sekitar 2,0996 (lihat Tabel 2). 

Tabel2. Kredit untuk UMKM menurut jenis penggunaan (dalam Rp Miliar) 

Rp Billion 2002 2003 2004 2005 

$ME Investment 17,356 22,760 28,460 33,049 

SME Workina Caoital 73,679 91,129 111,636 142,633 

$ME Consumer 69,942 93,199 130,997 179,225 

Total SME Loan 160,977 207,088 271,093 354,907 

$ME LoanITotaI Loan (Ok) 43.38 47.01 48.46 51.02 

Jika dilihat kontribusi penyaluran kredit UMKM menurut kelompok bank, maka peran 

bank asing dan campuran masih sangat rendah (lihat tabel 3). Kelompok bank yang dominan 

memberikan kredit kepada UMKM adalah bank swasta dan bank BUMN. Oari sini persoalan 

akan timbul, khususnya bagaimana bank-bank yang selama ini tidak memiliki kompetensi inti 

(core competence) dalam penyaluran kredit untuk UMKM harus mengikuti arah yang 

dicanangkan 81 untuk tahun 2006. 
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Tabel3. Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank (dalam Rp miliar) 

Kelompok Bank 2002 2003 2004 2005 

State Balk 61.413 77.543 99.010 122,189 

Private National 68.594 92605 127438 176,421 

Regional Bank 20,454 27,040 34700 42.462 

Foreign IIld JV 10.516 9,900 9,944 13,836 

Total SME Loan 160,977 207,088 271,092 354,908 

Kebijakan Kredit Korporasi 

Oengan melihat berbagai kebijakan perkreditan yang dikeluarkan BI selama ini dapat 
disimpulkan bahwa BI belum memberikan insentif yang memadai bagi bank untuk mulai 

melakukan ekspansi pada segmen korporasi. Pemberlakuan kolektibilitas seragam (uniform 

classification) sejak luni 2005 ternyata telah meningkatkan angka NPL dari 4,50% di tahun 

2004 menjadi 7,56% di tahun 2005. Walaupun ketentuan kolektibilitas seragam tersebut 

akhirnya dilakukan pentahapan melalui PBI lanuari 2006, narnun pentahapan tersebut 
ternyata tidak berlaku untuk kredit di atas Rp 2S miliar per debitur. Ini akhirnya tetap saja 
menyeret bank-bank yang selarna ini fokus pada pembiayaan pada kredit besar dan kredit 

sindikasi untuk tidak memperoleh manfaat apapun dari insentif yang diberikan BI tersebut. 

Selain itu. masih ketatnya pemberlakuan GWM (Giro Wajib Minimum) yang dikaitkan 

dengan jumlah dana pihak ketiga dan besamya LDR sebuah bank, semakin membuat bank­
bank yang fokus pada pembiayaan kredit korporasi dengan sendirinya mengerem pemberian 
kredit akibat ketatnya likuditas dan tingginya suku bunga. Akibatnya, bank-bank yang saat ini 

memiliki porsi kredit korporasi tampaknya akan lebih banyak konsentrasi untuk membenahi 

NPL -nya daripada mencari proyek baru. 

Oi lain pihak, kebijakan pemerintah untuk segera mengakselerasikan pembangunan 

infrastruktur sebagai prasyarat pendukung target pertumbuhan ekonomi 6% tampaknya juga 
belum dapat membangkitkan semangat bank-bank besar untuk menyambutnya dengan 

antusias. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa kalangan bahwa masih sulitnya masalah 
pembebasan tanah di Indonesia, pada akhirnya belum dapat memberikan kepastian iklim 

investasi di Indonesia. Tanpa adanya perbaikan iklim investasi, rnaka pembiayaan kepada 

proyek besar dan industri besar oleh perbankan sepertinya menunggu datangnya "Godot" 

(menunggu sesuatu yang tidak pernah datang). Namun demikian, di awal tahun 2006, 

Economic Review • No. 203 • Maret 2006 6 



208 

tampaknya pemerintah mulai menyadari perlunya insentif untuk mendorong sektor industri. 

Berbagai kebijakan di sektor industri yang akan segera digulirkan oleh Pemerintah diharapkan 

dapat segera merangsang perbankan untuk ikut serta dalam pembiayaan industri yang 

memang selama lima tahun terakhir relatif stagnan. 

Kesiapan Perbankan 

Oengan menelaah berbagai kebijakan BI selarna ini, di mana yang terakhir ditandai 

dengan semakin diperlonggarnya perhitungan A TMR untuk kredit keeil, rnaka jelas sekali 

bahwa strategi BI mengarahkan perbankan untuk lebih ekspansif pada UMKM memiliki 
beberapa alasan. Pertama, risiko kredit untuk UMKM telah terbukti sangat rendah. Kedua, BI 

menginginkan perbankan jangan direpotkan dulu dengan persoalan kenaikan angka NPl jika 

mereka terlalu ekspansif pada kredit korporasi. Ketiga, BI memiliki target bahwa pada tahun 

2008 seluruh perbankan telah siap mengimplementasikan Basel Capital Accord II dan pada 

tahun 2010 telah dimulai pemberlakuan kriteria Bank Berkinerja Baik (BKB) dan Bank Jangkar 
(Bj). 

Semua agenda besar BI tersebut tentu akan sulit dicapai apabila perbankan sendiri 
tidak dapat menjaga kinerjanya, sehingga, alih-alih mereka dapat menjadi BKB, tidak 

dimasukkan ke dalam Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) saja sudah merupakan prestasi 

yang baik, jika mereka tetap dibiarkan mengobral kredit korporasi yang memang terbukti 

berisiko tinggii. 

Oleh karena itu bagi bank yang pada saat ini tidak memiliki kompetensi dalam 
pembiayaan lIMKM, mereka disarankan fokus pada pemberian kredit konsumsi (kredit untuk 

pegawai berpenghasilan tetap atau kredit pensiun), Kredit Kepemilkan Rl.mah (KPR), atau 
kartu kredit. Oari statistik BI, terlihat bahwa pada saat ini bank-bank yang selama ini memiliki 

kompetensi kredit korporasi temyata juga memiliki pangsa pasar yang baik untuk produk 

kartu kreditnya. Oengan kata lain, tanpa adanya ekspansi kredit korporasi hingga tahun 2008, 
BI merasa yakin bahwa bank-bank di Indonesia rnasih dapat mernperoleh laba dan mampu 

menjaga kinerjanya guna menjadi BKB di tahun 2010. 

BI tentunya juga sernakin memahami bahwa bisnis bank pada saat ini sernakin variatif, 

sehingga penghasilan dari bunga kredit diharapkan sudah dapat didampingi oleh pendapatan 

lain, baik dari jasa penjualan produk bank maupun penjualan produk non bank seperti 

bancassurance, reksadana, ataupun DPlK. 
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Arah ke Oepan 

BI telah mencanangkan berbagai agenda besar, dengan terminal akhirnya bank-bank 

di Indonesia akan mampu menghiasi Arsitektur Perbankan Indoensia (API) yang ditetapkan 

oleh BI. Tahapan menuju API sangat jelas, di samping bank-bank harus terus memelihara 

kinerja bisnisnya, mereka juga harus mampu menjaga berbagai rasio keuangan sebagai syarat 

sebuah bank layak menjadi penghuni API di tahun 2010 nanti. 

Melalui berbagai kebijakannya, BI terus mengarahkan agar perbankan Indonesia selalu 

berjalan pada rei yang mengarah pada "stasiun API". Kebijakan BI yang sarna sekali belum 

memberikan ruang gerak untuk ekspansi kredit korporasi mengisyaratkan begitu hati-hatinya 
BI sehingga bank-bank diharapkan tidak terjerumus lagi pada "jurang" NPL yang dampaknya 

dapat menggagalkan seluruh rencana BI di dalam menetapkan tahapan pencapaian API. 

Memang BI telah mernberikan kelonggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) 

untuk pembiayaan infrastruktur hingga mencapai 4096 dari modal bank, namun hal tersebut 
dirasakan belum sebagai insentif karena masih terdapat berbagai hal lain yang perlu 

mendapatkan prioritas untuk dilonggarkan. 

Ketatnya likuiditas perbankan dan tingginya suku bunga jelas merupakan dua variabel 
terpenting di dalam mempertimbangkan pember ian kredit kepada korporasi yang bernilai 
besar. 

Karena kita telah memahami dan dapat rnembaca secara eksplisit arah ekspansi kredit 
yang diharapkan BI ke depan, maka bukan saatnya lagi bagi perbankan untuk hanya 
menunggu iklim pemberian kredit kroporasi segera membaik. Akan lebih produktif dan 

bermanfaat bagi masyarakat apabila bank-bank segera rnemutar haJuamya guna lebih banyak 

menyalurkan kredit bukan untuk korporasi. Penyaluran kredit tidak selalu harus ke sektor 
UMKM, karena masih banyak kredit non korporasi dan non UMKM memiliki peluang pasar 

yang masih terbuka lebar. OIeh karena itu kreativitas dan inovasi dari para bankir sernakin 
diperlukan di tengah praktik prudential principles yang mendapatkan pengawasan sangat 
ketat oleh BI. 
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Arsitektur PCl'bankan Indonesia 

Tantangan Ke Depan 

Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih 

kokoh, perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang, 

terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang 

dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan 
in1. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang 
masih rendah 

6 

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi dalam waktu lima tahun ke depan, diperlukan 

pertumbuhan kredit perbankan yang cukup besar. 
Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan 
Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa 
pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit 

dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki 

kondisi permodalannya. 

Selain hambatan dalam hal permodalan bank, 

penyaluran kredit dalam banyak hal juga terhambat 
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oleh keengganan sebagian bank untuk menyalurkan 

kredit karena kemampuan manajemen risiko dan core 

banking skills yang relatif belum baik, dan tiaya 

operasional yang relatif tinggi. 

2. Struktur perbankan yang belum optimal 

Belum optimalnya struktur perbankan di Indonesia 

ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan 
hanya pada 11 bank besar (yang menguasai 75% aset 
perbankan Indonesia). Namun demikian bank-bank 
keeil dalam hal ini perlu mendapat perhatian karena 

seLain jumlahnya relatif banyak, bank-bank keeil 

tersebut juga memiliki eakupan usaha yang reLatif 
sama dengan bank-bank besar namun dengan 

kemampuan operasionaL, manajemen risiko, dan 
corporate governance yang relatif lebih terbatas. 

Demikian pula, dibandingkan dengan negara-negara 
Lain, kepemilikan pemerintah Indonesia dalam 

perbankan nampak eukup tinggi, bahkan tertinggi di 

kawasan Asia. HaL ini juga merupakan persoaLan 
tersendiri terhadap struktur perbankan karena dapat 

7 
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menimbulkan konflik kepentingan yang akan 
mengganggu efisiensi pasar. 

3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan perbankan yang dinilai oleh masyarakat 
masih kurang 

8 

Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas 

pelayanan perbankan ditandai dengan seringnya 
terdengar keluhan dari masyarakat mengenai 
kurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku 
bunga kredit serta masih banyaknya praktek 

penyediaan jasa keuangan informal. Pandangan 
masyarakat semacam ini cukup beralasan, karena 

walaupun kredit korporasi dan UKM sudah mulai 

tumbuh, tingkat penetrasi kredit masih relatif 
rendah. Selain itu, meningkatnya kompleksitas jasa 

dan produk keuangan sebagai akibat dari globaUsasi 
sektor keuangan juga memerlukan respons yang 

memadai dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini 
semakin penting mengingat masyarakat pengguna 
jasa keuangan khususnya perbankan semakin 
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menuntut kualitas peLayanan dan akses perbankan 

yang semakin tinggi. 

4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan 

Pengawasan bank juga merupakan bidang yang 

memerLukan peningkatan dan penyempurnaan. HaL 

ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa 

prinsip-prinsip prudensial yang masih beLum 

diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang 

masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM 

pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan 

law-enforcement pengawasan yang belum efektif. 

Secara keseluruhan, upaya peningkatan kapabilitas 

pengawasan ini sejalan dengan usaha Bank Indonesia 

untuk menerapkan 25 Basel Core Principles for 
Effective Banking Supervision, termasuk 

meningkatkan sarana teknologi pengawasan. 

Mengingat pengawasan bank merupakan bidang yang 

sangat dinamis dan luas cakupannya, maka 

peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya 

yang patut dilaksanakan secara terus menerus oleh 

9 



214 

Arsitektur Perbankan Indonesia 

Bank Indonesia maupun oleh lembaga lainnya seperti 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saatnya nanti. 

5. Kapabilitas perbankan yang masih lemah 

10 

Lemahnya kapabilitas perbankan ditandai dengan 
kurangnya corporate governance dan core banking 
skills pad a sebagian besar perbankan sehingga 
diperlukan perbaikan yang cukup mendasar pada dua 
hal tersebut. Meskipun kapabilitas beberapa bank 
besar sudah cukup kuat, namun kapabilitas 
perbankan secara umum masih di bawah 

international best practices. Demikian pula 
kemampuan bank dalam me-respon meningkatnya 
risiko operasional masih perlu terus diperbaiki, 
terutama penekanannya pada pentingnya internal 
control dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 
prudensial. 
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6. Profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang 

tidak sustainable 

Tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang 

dicapai oleh perbankan pada umumnya bukan 
merupakan profitabilitas dan efisiensi yang 

sustainable. Hal ini disebabkan oleh lemahnya 
struktur aktiva produktif bank-bank. Margin yang 
diperoleh bank -bank semakin mengecil karena 
adanya kecenderungan suku bunga yang menurun. 
Faktor lain dan tidak sustainable-nya profitibilitas 

dan efisiensi adalah karena sebagian pendapatan 
perbankan berasal dan aktivitas trading yang 

fluktuatif serta rendahnya rasio asset per nasabah 

yang membuat biaya operasional perbankan 
Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara -negara 

lain. 

11 
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7. Perlindungan nasabah yang masih harus 

12 

dttingkatkan 

Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan 
perbankan yang berpengaruh secara langsung 
terhadap sebagian besar masyarakat kita. Oleh 
karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi 
perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas 

untuk secara bersama -sama menciptakan standar­
standar yang jelas dalam membentuk mekanisme 

pengaduan nasabah dan transparansi informasi 
produk perbankan. Oi samping itu, edukasi pada 

masyarakat mengenai jasa dan produk yang 
ditawarkan oleh perbankan perlu segera diupayakan 
sehingga masyarakat luas dapat lebih memahami 
risiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam 
menggunakan jasa dan produk perbankan. 
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8. Perkembangan Teknologi Informasi 

Kemajuan teknologi informasi ikut menambah 
tantangan yang dihadapi oleh perbankan. 

Perkembangan teknologi informasi (TI) menyebabkan 
makin pesatnya perkembangan jenis dan 
kompleksitas prod uk dan jasa bank sehingga risiko­
risiko yang muncul menjadi lebih besar dan 
bervariasi. Disamping itu, persaingan industri 
perbankan yang cenderung bersifat global juga 
menyebabkan persaingan antar bank menjadi 

semakin ketat sehingga bank-bank nasional harus 
mampu beroperasi secara lebih efisien dengan 
memanfaatkan teknologi informasi. 
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